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KEMENKEU. Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/PMK.05/2018
TENTANG

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat
pengangkatan, pembinaan karier, pengenaan sanksi, dan
pemberhentian bendahara penerimaan dan pengeluaran
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa untuk memberikan pedoman bagi Bendahara
pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
selaras dengan perkembangan dan penyempurnaan tata
kelola pelaksanaan penyaluran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, perlu mengatur mengenai
kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan

Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik
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Mengingat

Menetapkan

Indonesia di Luar Negeri;

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2149);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1234);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEDUDUKAN

DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah
pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan
hibah.

Menteri Luar Negeri adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian Luar
Negeri.

Menteri Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas  pengelolaan  keuangan pada = kementerian
negara/lembaga yang memiliki atase teknis di luar negeri.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan
diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia
yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan
kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau

pada organisasi internasional.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit
organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit
organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan
kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Satker Atase Teknis adalah unit organisasi lini pada
kementerian negara/lembaga selain Kementerian Luar
Negeri yang berlokasi di luar negeri, dan menjadi bagian
dari Perwakilan serta memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran.

Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan
berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa
usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal,
konsul, dan pejabat sementara (acting) Kepala Perwakilan
konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan
di negara penerima atau wilayah kerja dan/atau
organisasi internasional.

Atase Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian
negara/lembaga pemerintah nonkementerian selain
Kementerian Luar Negeri, yang ditempatkan di Perwakilan
diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang
menjadi bidang wewenang kementerian negara atau
lembaga pemerintah nonkementerian.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab  penggunaan anggaran pada  kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
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kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang
ditetapkan.

Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
Kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
BUN.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi
tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,
menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN
pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan
APBN pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga.
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan tertentu.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
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24.
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26.

27.
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31.

kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah wuang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
telah ditetapkan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA,
yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP
yang telah dipakai.

Surat Bukti Setor yang selanjutnya disingkat SBS adalah
tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara
Penerimaan kepada penyetor.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari
DIPA, dalam rangka pembayaran tagihan kepada
penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas

beban APBN berdasarkan SPM.
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Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang
selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat
oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP adalah
laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat UAKPA adalah wunit akuntansi
instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan tingkat Satker.

Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat dengan
SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada
Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang
persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang
dituju.

Internet Banking adalah salah satu layanan bank yang
memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi,
melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi
perbankan melalui jaringan internet.

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan
yang selanjutnya disebut BPKRT adalah  staf
nondiplomatik pada Satker Perwakilan.

Rekening adalah Rekening milik Satker lingkup
kementerian negara/lembaga yang dibuka pada bank
umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro,
deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit untuk
pengelolaan keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsi
Satker lingkup kementerian negara/lembaga dalam mata
uang rupiah atau mata uang asing.

Kas Besi adalah dana cadangan di Perwakilan yang
disimpan dalam bentuk giro yang digunakan untuk
berjaga-jaga terhadap keadaan yang mungkin timbul

karena keterlambatan remise.
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40.

Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan
keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan
kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
Republik  Indonesia untuk mendukung kegiatan

diplomatik dan konsuler.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

batasan tanggung jawab Bendahara;

pengangkatan Bendahara dan pemberhentian
Bendahara;

penatausahaan kas Bendahara;

pembukuan Bendahara;

pemeriksaan kas Bendahara dan rekonsiliasi pembukuan
Bendahara dengan UAKPA; dan

penyusunan dan penyampaian LPJ.

Pasal 3

Bendahara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP

pada Satker Perwakilan dan Satker Atase Teknis.

(1)

(2)

BAB III
BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA

Pasal 4
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab secara fungsional kepada Kuasa BUN
dan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh
uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
BPP bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran
dan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh

uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
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(3) Tanggung  jawab secara  fungsional @ Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penyampaian LPJ.

(4) Tanggung jawab BPP kepada Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa

penyampaian LPJ.

Pasal 5
(1) Bendahara Pengeluaran dan BPP merupakan wajib
pungut pajak atas pembayaran yang dilakukannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bendahara Pengeluaran dan BPP menatausahakan uang
dari kegiatannya sebagai wajib pungut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Bendahara

Pasal 6

(1) Menteri Luar Negeri mengangkat BPKRT/pejabat
fungsional yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian
sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran pada Satker Perwakilan.

(2) Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Satker Perwakilan.

(3) Menteri Teknis mengangkat BPKRT/pejabat fungsional
yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian pada Satker
Perwakilan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker
Atase Teknis.

(4) Dalam hal BPKRT/pejabat fungsional yang melaksanakan
kegiatan Kekanseleraian pada Satker Perwakilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
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()

(6)

(7)

(8)

(9)

-10-

ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker

Atase Teknis, Menteri Teknis:

a. mengangkat pegawai negeri sipil pada kementerian
teknis yang berkedudukan di dalam negeri sebagai
Bendahara Pengeluaran; dan

b. mengangkat BPKRT/pejabat fungsional  yang
melaksanakan kegiatan Kekanseleraian pada Satker
Perwakilan sebagai BPP pada Satker Perwakilan.

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) atau pengangkatan BPP

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan
setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta

pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b didelegasikan kepada Kepala Satker Atase Teknis.

Pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dituangkan dalam

surat keputusan.

Pengangkatan Bendahara tidak terikat periode tahun

anggaran.

Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara,

penetapan Bendahara tahun anggaran yang lalu masih

tetap berlaku.

(10) Jabatan Bendahara tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK,

PPSPM, atau Kuasa BUN.

(11) Jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran/BPP tidak dapat saling merangkap.

(12) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pegawai, jabatan

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

dapat saling merangkap dengan persetujuan Kuasa BUN.
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Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan Bendahara

Pasal 7

BPKRT/pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan

Kekanseleraian yang akan diangkat sebagai:

a. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran pada Satker Perwakilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

b. Bendahara Pengeluaran pada Satker Atase Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau
BPP pada Satker Atase Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,

harus memiliki sertifikat bendahara.

Pegawai negeri sipil pada kementerian teknis yang akan

diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker

Atase Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4) huruf a harus memiliki sertifikat bendahara.

Ketentuan mengenai sertifikat bendahara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan mengenai sertifikasi

Bendahara pada Satker pengelola APBN.

Bagian Ketiga
Penggantian Sementara/Pembebastugasan Sementara

Bendahara

Pasal 8
Bendahara dapat diganti sementara/dibebastugaskan
sementara dari jabatannya sebagai Bendahara.
Bendahara diganti sementara dari jabatannya, dalam hal:
a. melaksanakan cuti melahirkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. terjadi sesuatu yang menyebabkan Bendahara tidak
dapat melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga)

bulan.
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(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

()
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Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya,

dalam hal:

a. dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa
Bendahara telah melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai sehingga
mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau

b. terjadi sesuatu yang menyebabkan Bendahara tidak
dapat melaksanakan tugasnya paling singkat 3 (tiga)
bulan.

Dalam hal Bendahara diganti

sementara/dibebastugaskan sementara dari jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar

Negeri/Menteri Teknis mengangkat pejabat pengganti

sebagai Bendahara.

Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus memiliki sertifikat Bendahara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

Pengangkatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) didelegasikan kepada Kepala Satker

Perwakilan /Kepala Satker Atase Teknis.

Pengangkatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam surat keputusan.

Bendahara yang diganti sementara/dibebastugaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya
beserta seluruh dokumen untuk pelaksanaan tugasnya
kepada pejabat pengganti Bendahara.

Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen

pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA
atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA.

(10) Serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen

pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan hasil pemeriksaan kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan kas dan serah terima.
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Berita acara pemeriksaan kas dan serah terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani
oleh Bendahara yang diganti sementara/dibebastugaskan
sementara, pejabat pengganti Bendahara, dan Kepala
Satker/KPA.

Berita acara pemeriksaan kas dan serah terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai
dengan format tercantum dalam Modul Penatausahaan,

Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara.

Pasal 9

Dalam hal Bendahara yang diganti
sementara/dibebastugaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 kembali bertugas di Satker
Perwakilan/Satker = Atase  Teknis, Menteri  Luar
Negeri/Menteri Teknis mengangkat kembali Bendahara
dimaksud pada jabatannya sebagai Bendahara dan
memberhentikan pejabat pengganti Bendahara.
Pengangkatan kembali Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala
Satker Perwakilan/Kepala Satker Atase Teknis.
Pengangkatan kembali Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat
keputusan.

Pengangkatan kembali Bendahara dan pemberhentian
pejabat pengganti Bendahara diikuti dengan proses
pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8)

sampai dengan ayat (12).

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Penggantian Bendahara

Pasal 10
Bendahara dapat diberhentikan dari jabatannya, dalam
hal:

a. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
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b. dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
d. sakit berkepanjangan;
e. meninggal dunia; atau
f. dimutasi/berpindah tempat kerja.
Dalam hal Bendahara diberhentikan dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar
Negeri/Menteri Teknis mengangkat Bendahara baru.
Bendahara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memiliki sertifikat Bendahara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Kewenangan pengangkatan Bendahara baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala
Satker Perwakilan/Kepala Satker Atase Teknis.
Pengangkatan Bendahara baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam surat keputusan.
Bendahara yang diberhentikan dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan tugas
dan tanggung jawabnya beserta seluruh dokumen untuk
pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara baru.
Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen
pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA
atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA.
Serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen
pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan hasil pemeriksaan kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan kas dan serah terima.
Berita acara pemeriksaan kas dan serah terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh
Bendahara yang diganti, Bendahara baru, dan Kepala
Satker/KPA.
Berita acara pemeriksaan kas dan serah terima

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai
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dengan format tercantum dalam Modul Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara.

Proses penyerahan tugas dan tanggung jawab serta
dokumen pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 1 (satu)

bulan sejak pengangkatan Bendahara baru.

BAB V
PENATAUSAHAAN KAS

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Kas oleh Bendahara

Paragraf 1

Penatausahaan Rekening Bendahara

Pasal 11
Bendahara  menatausahakan  seluruh  uang/surat
berharga yang dikelolanya.
Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN,
Bendahara Pengeluaran/BPP mengelola Rekening milik
Perwakilan yang terdiri atas:
a. Rekening rutin dalam mata uang dolar Amerika Serikat
dana/atau mata uang setempat;
b. Rekening Kas Besi dalam mata uang dolar Amerika
Serikat;
c. Rekening antara dalam mata uang dolar Amerika
Serikat; dan
d. Rekening dana titipan di luar negeri dalam mata uang
dolar Amerika Serikat/mata uang setempat.
Bendahara Penerimaan mengelola Rekening PNBP dalam
mata uang dolar Amerika Serikat dan/atau mata uang
setempat untuk pengelolaan PNBP.
Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pengelolaan Rekening milik Satker

lingkup kementerian negara/lembaga.
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Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya
untuk pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada bank
umum.

Dalam hal Satker Atase Teknis tidak dapat membuka
Rekening rutin dalam mata uang dolar Amerika Serikat
dan/atau mata uang setempat, Satker Atase Teknis dapat
menggunakan Rekening rutin dalam mata uang dolar
Amerika Serikat dan/atau mata uang setempat milik
Satker Perwakilan untuk pelaksanaan pembayaran atas
beban APBN.

Dalam hal Satker Perwakilan tidak dapat membuka
Rekening PNBP dalam mata uang dolar Amerika Serikat
dan/atau mata uang setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Satker Perwakilan dapat menggunakan
Rekening rutin dalam mata uang dolar Amerika Serikat
dan/atau mata uang setempat milik Satker Perwakilan

untuk pengelolaan PNBP.

Paragraf 2

Pendebitan Rekening Bendahara

Pasal 12
Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara dan
Bendahara Penerimaan berwenang melakukan
pendebitan Rekening yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan.
Kepala Perwakilan/KPA/PPK atas nama KPA dan
Bendahara Pengeluaran/BPP berwenang melakukan
pendebitan Rekening yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP.
Pendebitan Rekening yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pendebitan Rekening yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan:

a. cek/bilyet giro; atau
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b. Internet Banking.
Biaya yang timbul akibat penggunaan Internet Banking
dari Rekening Bendahara dibebankan pada DIPA

kantor/Satker berkenaan.

Paragraf 3
Pendebitan Rekening Bendahara

Menggunakan Cek/Bilyet Giro

Pasal 13

Untuk pendebitan Rekening Bendahara Penerimaan
menggunakan cek/bilyet giro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Kepala
Perwakilan/Kepala  Satker/pejabat yang  bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara dan
Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro.
Untuk pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran/BPP
menggunakan cek/bilyet giro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Kepala
Perwakilan/KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara
Pengeluaran/BPP menandatangani cek/bilyet giro.

Dalam hal bank umum tempat kedudukan Satker
Perwakilan/Satker Atase Teknis memiliki ketentuan yang
berbeda, tata cara pendebitan Rekening Bendahara
menggunakan cek/bilyet giro mengikuti ketentuan yang

berlaku di bank umum tersebut.

Paragraf 4
Pendebitan Rekening Bendahara Menggunakan
Internet Banking
Pasal 14
Pendebitan Rekening Bendahara Penerimaan

menggunakan Internet Banking sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagai
berikut:
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a. Bendahara Penerimaan melakukan proses pendebitan
Rekening Bendahara Penerimaan dengan
menggunakan Internet Banking yang disediakan oleh
bank umum; dan

b. Kepala  Perwakilan/Kepala  Satker/pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
memberikan persetujuan atas proses pendebitan
Rekening yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
menggunakan Internet Banking yang disediakan oleh
bank umum.

Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran/BPP

menggunakan Internet Banking sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagai
berikut:

a. Bendahara  Pengeluaran/BPP melakukan proses
pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran/BPP
dengan menggunakan Internet Banking yang
disediakan oleh bank umum; dan

b. Kepala  Perwakilan/KPA/PPK atas nama  KPA
memberikan persetujuan atas proses pendebitan
Rekening yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud pada huruf
a dengan menggunakan Internet Banking yang
disediakan oleh bank umum.

Dalam hal bank umum tempat kedudukan Satker

Perwakilan /Satker Atase Teknis memiliki ketentuan yang

berbeda, tata cara pendebitan Rekening Bendahara

menggunakan Internet Banking mengikuti ketentuan yang

berlaku di bank umum tersebut.

Bagian Kedua

Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
Pasal 15

Bendahara Penerimaan menatausahakan seluruh uang

yang dikelolanya.
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Uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. penerimaan negara yang disetorkan langsung ke
Rekening PNBP dalam mata uang dolar Amerika
Serikat dan/atau mata uang setempat; dan

b. penerimaan negara yang disetorkan secara tunai.

Penerimaan negara pada Satker Perwakilan tidak dapat

digunakan secara langsung untuk pengeluaran.

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan,

Kepala Perwakilan/Kepala Satker dapat menunjuk

pegawai setempat (local staff) sebagai petugas yang

bertugas untuk:

a. melakukan verifikasi dan menyampaikan bukti
penerimaan atas penerimaan negara yang disetorkan
langsung ke Rekening PNBP dalam mata uang dolar
Amerika Serikat dan/atau mata wuang setempat
kepada wajib bayar;

b. menerima uang dan menyampaikan bukti penerimaan
atas penerimaan negara yang disetorkan secara tunai
dari wajib bayar; dan

c. menyampaikan uang yang diterimanya kepada
Bendahara Penerimaan.

Penunjukan pegawai setempat (local staff) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat

keputusan.

Penyampaian uang oleh petugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan harus

disertai dengan bukti penerimaan.

Format bukti penerimaan dan mekanisme penyampaian

uang oleh petugas kepada Bendahara Penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

masing-masing Kepala Perwakilan /Kepala Satker.
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Pasal 17
Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh PNBP ke
Kas Negara paling lambat pada hari berikutnya setelah
PNBP diterima.
Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui bank persepsi yang melayani setoran
penerimaan negara di wilayah kerja Satker Perwakilan.
Dalam hal penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilakukan, penyetoran PNBP ke Kas
Negara dapat dilakukan melalui:
a. pemotongan pada SPM-GUP/TUP; atau
b. Rekening Bendahara Penerimaan di Indonesia.
Mekanisme penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara pada perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran dan BPP

Pasal 18

Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan

oleh Bendahara Pengeluaran/BPP meliputi:
a.UP/TUP;

b.

(1)

uang yang berasal dari pembayaran secara langsung
melalui Bendahara Pengeluaran/BPP;
uang yang berasal dari dana cadangan Kas Besi

Perwakilan;

. uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan

uang/surat berharga lainnya yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan dikelola oleh Bendahara.

Pasal 19
Bendahara Pengeluaran mengelola UP/TUP untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor

sehari-hari.
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Dalam hal Bendahara Pengeluaran Satker Atase Teknis
berkedudukan di dalam negeri, dana UP/TUP dapat
disalurkan secara langsung ke Rekening BPP Satker
Atase Teknis di luar negeri tanpa melalui Rekening
Bendahara Pengeluaran Satker Atase Teknis di dalam
negeri.

Untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara
Pengeluaran/BPP dapat menyimpan uang tunai yang
berasal dari UP/TUP dalam brankas.

Besaran uang tunai yang berasal dari UP/TUP dalam
brankas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara pada perwakilan Republik Indonesia

di luar negeri.

Pasal 20

Bendahara Pengeluaran/BPP melaksanakan pembayaran

UP berdasarkan SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK

atas nama KPA.

SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan bukti pengeluaran sebagai berikut:

a. kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan PPK;

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan yang telah
disahkan PPK; dan

c. bukti perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan mempertimbangkan
kondisi negara setempat.

Berdasarkan SPBy dan lampirannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/BPP

melakukan:

a. pengujian atas SPBy yang meliputi:

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh PPK;

2. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
a) pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran;
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b) nilai tagihan yang harus dibayar;

c) jadwal waktu pembayaran; dan

d) menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan;

3. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran
antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/
kontrak; dan

4. pemeriksaan dan pengujian ketepatan
penggunaan kode mata anggaran pengeluaran
(akun 6 digit); dan

b. pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas
tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan
ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan mempertimbangkan
kondisi negara setempat.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran/BPP merupakan uang muka kerja, SPBy

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
persyaratan yang dibuat penerima uang muka kerja
sebagai berikut:

a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran yang telah
mendapat persetujuan KPA;

b. kebutuhan dana; dan

c. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang
muka kerja.

Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan

kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan
pengujian ketersediaan dananya.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran

atas tagihan dalam SPBy dalam hal telah memenuhi
persyaratan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a.
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(7) Dalam hal pengujian perintah bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus
menolak SPBy yang diajukan.

(8) Penerima uang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢, berupa bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(9) Atas dasar pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(10) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, penerima uang muka kerja belum
menyampaikan bukti pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/BPP
menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang
muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka
kerja.

(11) BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara
Pengeluaran.

(12) Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyampaikan bukti
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil.

(13) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara pada Perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri.

Pasal 21
Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa UP yang
belum digunakan, perlakuan terhadap sisa UP yang belum
digunakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran
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pendapatan dan belanja negara pada perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri.

Pasal 22
Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari
pembayaran secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran
yang tidak terbayarkan kepada penerima pembayaran,
Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan uang

dimaksud ke Kas Negara.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas Besi

Pasal 23

(1) Jumlah Kas Besi pada Satker Perwakilan ditetapkan oleh
Menteri Keuangan atas usul Menteri Luar Negeri.

(2) Kas Besi digunakan oleh Satker Perwakilan setelah
memperoleh persetujuan dari Menteri Luar Negeri.

(3) Tata cara pengajuan  persetujuan, penggunaan,
pengembalian dan pelaporan Kas Besi berpedoman pada
peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pengelolaan Kas Besi pada perwakilan Republik Indonesia

di luar negeri.

BAB VI
PEMBUKUAN BENDAHARA

Bagian Kesatu

Asas Umum Pembukuan Bendahara

Pasal 24
(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
menyelenggarakan  pembukuan  terhadap  seluruh
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada Satker

Perwakilan.
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Bendahara Pengeluaran dan BPP menyelenggarakan
pembukuan  terhadap seluruh  penerimaan  dan
pengeluaran yang dilakukan pada Satker Atase Teknis.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari buku kas umum, buku-buku pembantu, dan buku
pengawasan anggaran.

Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus
memisahkan pembukuannya sesuai dengan DIPA

masing-masing.

Pasal 25

Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan
menutup buku kas umum dan buku-buku pembantu
dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan
Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara.

Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran
menutup buku kas umum dan buku-buku pembantu
dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan
Kepala Perwakilan/KPA/PPK atas nama KPA.

Pada akhir tahun anggaran, BPP menutup buku kas
umum dan buku-buku pembantu dengan ditandatangani

oleh BPP dan PPK atas nama KPA.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pembukuan Bendahara

Pasal 26

Pembukuan  terhadap seluruh  penerimaan  dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun
oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Dalam membangun aplikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan

kementerian teknis.
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Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan
pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bendahara dapat melakukan
pembukuan dengan menggunakan aplikasi yang
dibangun oleh Kementerian Luar Negeri.

Terhadap pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (3), Bendahara harus:

a. mencetak buku kas umum dan buku pembantu paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu pada
hari kerja terakhir bulan berkenaan; dan

b. menandatangani hasil cetakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan diketahui oleh:

1) Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara untuk Bendahara Penerimaan;

2) Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
untuk Bendahara Pengeluaran; atau

3) PPK atas nama KPA untuk BPP.

Penandatanganan hasil cetakan buku kas umum dan

buku pembantu dapat dilakukan secara elektronik atau

manual.

Penandatanganan hasil cetakan buku kas umum dan

buku-buku pembantu secara manual dilakukan dalam

hal penandatanganan hasil cetakan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat
dilakukan.

Bendahara harus menatausahakan hasil cetakan yang

telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) beserta dokumen sumber terkait.

Bagian Ketiga

Pembukuan Bendahara Penerimaan

Pasal 27
Bendahara Penerimaan mencatat setiap transaksi
penerimaan dalam buku kas umum sebelum dibukukan

dalam buku-buku pembantu.
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Buku pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari buku
pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Model buku kas umum dan buku pembantu dibuat
sesuai dengan format tercantum dalam Modul
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
Bendahara.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan keseragaman
pembukuan, ditetapkan model buku Bendahara
Penerimaan.

Model buku Bendahara Penerimaan paling sedikit
mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit

dan saldo.

Bagian Keempat

Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP

Pasal 28

Bendahara Pengeluaran mencatat setiap transaksi
pengeluaran dalam buku kas umum sebelum dibukukan
dalam buku pembantu.

Dalam hal dana UP/TUP disalurkan secara langsung ke
Rekening BPP Satker Atase Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), BPP Satker Atase
Teknis mencatat setiap transaksi pengeluaran dalam
buku kas umum sebelum dibukukan dalam buku-buku
pembantu.

Buku-buku pembantu Bendahara Pengeluaran paling
sedikit terdiri dari buku pembantu kas, buku pembantu
up, buku pembantu pembayaran langsung melalui
bendahara, buku pembantu pajak, buku pembantu kas
besi, dan buku pembantu lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Model buku kas umum dan buku pembantu dibuat
sesuai dengan format tercantum dalam  Modul
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban

Bendahara.
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Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana
kepada BPP, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan
buku pembantu BPP.

Penyelenggaraan buku pembantu BPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), termasuk pencairan langsung
dana UP/TUP kepada BPP Satker Atase Teknis.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran membayarkan uang
muka kerja, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan
buku pembantu uang Muka.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan keseragaman
pembukuan, ditetapkan model buku Bendahara
Pengeluaran dan BPP.

Model-model buku Bendahara Pengeluaran/BPP paling
sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet,

kredit, dan saldo.

BAB VII
PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DAN REKONSILIASI
PEMBUKUAN BENDAHARA DENGAN UAKPA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kas

Pasal 29

Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan
pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas BPP
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu.
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Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk meneliti kesesuaian
antara saldo buku dengan saldo kas tunai dan saldo kas
bank.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di hadapan saksi yang
ditunjuk oleh Kepala Perwakilan/KPA.

Dalam hal pemeriksaan kas di hadapan saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
dilakukan, diberikan penjelasan yang menguatkan

terhadap tidak adanya saksi tersebut.

Pasal 30

Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala

Perwakilan/Kepala  Satker/pejabat yang  bertugas

melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan

monitoring atas kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam
melakukan penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala

Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA melakukan hal

sebagai berikut:

a. monitoring atas kepatuhan Bendahara Pengeluaran
dalam melakukan penyetoran penerimaan negara ke
Kas Negara; dan

b. memastikan bahwa uang yang diambil oleh Bendahara
Pengeluaran dari bank telah sesuai dengan kebutuhan
dana dan disesuaikan dengan jumlah uang tunai yang
ada di brankas.

Sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), PPK atas nama KPA

melakukan hal sebagai berikut:

a. monitoring atas kepatuhan BPP dalam melakukan

penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara; dan
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b. memastikan bahwa uang yang diambil oleh BPP dari
bank telah sesuai dengan kebutuhan dana dan
disesuaikan dengan jumlah wuang tunai yang ada

di brankas.

Pasal 31
Hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dan Pasal 30 dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan kas.
Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil pemeriksaan
berupa:
a. kesesuaian kas tunai di brankas dan di Rekening
koran dengan pembukuan;
b. penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara; dan
c. penjelasan dalam hal terdapat selisih antara hasil
pemeriksaan kas dengan pembukuan.
Berita acara pemeriksaan kas ditandatangani secara
elektronik.
Dalam hal penandatanganan secara elektronik belum
dapat dilakukan, penandatanganan dilakukan secara
manual.
Berita acara pemeriksaan kas dibuat untuk masing-
masing Satker Perwakilan dan Satker Atase Teknis.
Berita acara pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan
ditandatangani Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara, Bendahara Penerimaan, dan saksi yang ditunjuk.
Berita acara pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran
ditandatangani oleh Kepala Perwakilan/KPA atau PPK
atas nama KPA, Bendahara Pengeluaran, dan saksi yang
ditunjuk.
Berita acara pemeriksaan kas BPP ditandatangani oleh
PPK atas nama KPA, BPP, dan saksi yang ditunjuk.
Berita acara pemeriksaan kas dibuat sesuai dengan
format tercantum dalam Modul Penatausahaan,

Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara.
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Bagian Kedua

Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

Pasal 32
Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan
rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara
Penerimaan dengan neraca UAKPA paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi
dengan KPPN.
Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan
Bendahara Pengeluaran dengan neraca UAKPA paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebelum
dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian
antara saldo kas di Bendahara pengeluaran dan/atau
Bendahara penerimaan dengan saldo kas di neraca.
Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan
pelaksanaan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
Hasil rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan kas dan rekonsiliasi.
Dalam hal rekonsiliasi dilakukan tidak bersamaan
dengan pemeriksaan kas, hasil rekonsiliasi internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi/berita
acara rekonsiliasi Bendahara Penerimaan ditandatangani
Kepala Perwakilan/Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara, Bendahara
Penerimaan, dan saksi yang ditunjuk.
Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi/berita

acara rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran ditandatangani
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oleh Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA,
Bendahara Pengeluaran, dan saksi yang ditunjuk.

Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi/berita
acara rekonsiliasi BPP ditandatangani oleh PPK atas
nama KPA, BPP, dan saksi yang ditunjuk.

Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi/berita
acara rekonsiliasi dibuat sesuai dengan format tercantum
dalam  Modul Penatausahaan, Pembukuan, dan

Pertanggungjawaban Bendahara.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Pasal 33

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

harus menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat

berharga yang dikelolanya.

LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan pembukuan Bendahara yang telah

direkonsiliasi dengan UAKPA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32.

LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

menyajikan informasi sebagai berikut:

a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi
saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo
akhir dari buku-buku pembantu;

b. keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi
uang tunai di brankas dan saldo di Rekening bank
umum;

c. hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan
Bendahara dengan neraca UAKPA; dan

d. penjelasan dalam hal terdapat selisih antara hasil
pemeriksaan kas dengan pembukuan.

LPJ Bendahara Penerimaan ditandatangani oleh

Bendahara Penerimaan dan Kepala Perwakilan/Kepala
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Satker/Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara.

LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran dan Kepala Perwakilan/KPA atau
PPK atas nama KPA.

Penandatanganan LPJ Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan LPJ Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penandatanganan LPJ belum dapat dilakukan
secara elektronik, penandatanganan LPJ dilakukan
secara manual.

LPJ Bendahara dibuat sesuai dengan format tercantum
dalam  Modul Penatausahaan, Pembukuan, dan

Pertanggungjawaban Bendahara.

Pasal 34

BPP harus menyusun LPJ-BPP setiap bulan atas

uang/surat berharga yang dikelolanya

LPJ-BPP disusun berdasarkan buku kas umum dan buku

pembantu yang telah diperiksa dan diuji oleh PPK.

LPJ-BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit menyajikan informasi sebagai berikut:

a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi
saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo
akhir dari buku pembantu,;

b. keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi
uang tunai di brankas dan saldo di Rekening bank
umum; dan

c. penjelasan dalam hal terdapat selisih antara hasil
pemeriksaan kas dengan pembukuan.

LPJ-BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK atas nama

KPA serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

setiap bulan paling lambat tanggal S5 (lima) setelah

berakhirnya bulan berkenaan.
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Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian LPJ-BPP

dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 35

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada

Satker wajib menyampaikan LPJ kepada:

a. KPPN selaku Kuasa BUN, yang ditunjuk dalam DIPA
Satker yang berada di bawah pengelolaannya;

b. Menteri Luar Negeri/Menteri Teknis; dan

c. Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilampiri dengan:

a. berita acara pemeriksaan kas dan Dberita acara
rekonsiliasi atau berita acara pemeriksaan kas dan
rekonsiliasi;

b. salinan Rekening koran yang menunjukkan saldo
Rekening untuk bulan berkenaan; dan

c. daftar saldo Rekening.

Dalam hal penyaluran dana UP/TUP pada Satker Atase

Teknis dilaksanakan menggunakan Rekening rutin milik

Satker Perwakilan, salinan Rekening koran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan rincian

saldo Rekening masing-masing Satker Perwakilan/Satker

Atase Teknis yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran

Satker Perwakilan.

Daftar saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c yang dilampirkan dalam LPJ Bendahara

Penerimaan menyajikan data Rekening yang dikelola oleh

Bendahara Penerimaan.

Daftar saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c yang dilampirkan dalam LPJ Bendahara

Pengeluaran menyajikan data Rekening yang dikelola oleh

Bendahara Pengeluaran serta Rekening yang dikelola oleh

BPP.
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Pasal 36

KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ

yang diterima dari Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi kegiatan:

a. membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ
dengan data pengawasan UP yang ada di KPPN;

b. membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ
dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan
sebelumnya,;

c. membandingkan saldo kas di bank yang tercantum
dalam LPJ dengan salinan Rekening koran Bendahara;
dan

d. menguji  kebenaran = perhitungan (penambahan
dan/atau pengurangan) pada LPJ.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara elektronik.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) LPJ Bendahara dinyatakan belum

benar, KPPN menolak LPJ dimaksud.

LPJ Bendahara yang ditolak oleh KPPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus segera diperbaiki oleh

Bendahara dan selanjutnya dikirim kembali kepada

KPPN.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) LPJ Bendahara dinyatakan benar,

KPPN melakukan rekapitulasi LPJ dimaksud menjadi

daftar LPJ Bendahara.

KPPN melakukan monitoring atas penyampaian LPJ

Bendahara baik atas LPJ Bendahara yang sejak awal

belum disampaikan maupun atas perbaikan LPJ

Bendahara yang ditolak oleh KPPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).
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Pasal 37
Penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat ()
dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah
berakhirnya bulan berkenaan.
Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian LPJ
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) dan Pasal 36 ayat (5) dilaksanakan pada hari kerja

sebelumnya.

Pasal 38

Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5)
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan
penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP
maupun SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membebaskan Bendahara dari kewajiban untuk

menyampaikan LPJ.

Pasal 39

KPPN menyampaikan daftar LPJ Bendahara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) ke Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah berakhirnya bulan berkenaan.

Penyampaian daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui sistem aplikasi yang dibuat/dibangun
oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Dalam hal terdapat perbaikan atas daftar LPJ Bendahara,

KPPN menyampaikan perbaikannya secara keseluruhan.
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Pasal 40

(1) Setelah menerima daftar LPJ Bendahara dari KPPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara melakukan rekapitulasi dan
menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian
Anggaran tingkat Nasional.

(2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan monitoring
atas penyampaian daftar LPJ Bendahara dari KPPN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
Tata cara penatausahaan, pembukuan, dan
pertanggungjawaban Bendahara pada Perwakilan

dilaksanakan sesuai dengan Modul Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2019.
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PEDOMAN PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA PERWAKILAN REPUELIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

A.Pendahuluan

Tidak seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pengelola APBEN
melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Adanya hubungan internasional, baik
hubungan diplomatik, ekonomi maupun lainnya, maka dibukalah Satker-
Satker pengelola APBN di luar negeri yang menjadi Perwakilan RI dalam
memenuhi kepentingannya. Sama seperti di dalam negeri, untuk Satker di luar
negeri pun ditetapkan pejabat-pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK,
FPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Berbeda dengan Satker di Indonesia, bendahara Satker di luar negeri dalam
melakukan kegiatannya juga dipengaruhi dengan peraturan internasional dan
yang mengakibatkan
perbedaan mendasar antara bendahara Satker di dalam negeri dengan Satker

peraturan negara setempat timbulnya beberapa

di luar negeri tersebut antara lain:

c. Rekening Lainnya yang

1 |sPz2D dari | Dalam Rupiah Dalam mata uang Dolar
KPPN Amerika Serikat/ Euro
2 | Penerimaan Dalam Rupiah dan valuta | Dalam mata uang Dolar
Negara asing Amerika Serikat dan/atau
mata uang setempat
3 | Pengeluaran Dalam Rupiah Dalam mata uang Dolar
Negara Amerika Serikat/ Euro
dan mata uang setempat
4 |Jenis rekening | a. Rekening Penerimaan | Rekening Lainnya dalam
yang digunakan | Rekening Pengeluaran |mata uang asing, yaitu:

sRekening Rutin  dalam

berupa: mata uang Di_:llar
«Rekening Milik BLU Amerika Serikat
danfatan mata uang
*Rekening Penyaluran| getempat
D Bant
o . — » Rekening Kas Besi dalam
+ Rekening mata wang Dolar

Penampungan Dana
Hibah Langsung

sRekening Penyaluran
Dana Hibah

Amerika Serikat

sRekening PNBP dalam
dalam mata uang Dolar
Amerika Serikat
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*Rekening dan/atau mata uang
Penampungan Dana| setempat
Kerjasama/Kemitraan | ¢Rekening Antara dalam
eRekening mata uang Dolar
Penampungan Dana| Amerika Serikat
Jaminan e Rekening Dana Titipan di
*Rekening Inar negeri dalam dalam
Penampungan Dana| mata uang Dolar
Titipan Amerika Serikat/ mata
eRekening uang setempat
Penampungan
Sementara

Secara lebih rinci, dalam proses kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara,
terdapat perbedaan antara bendahara Satker di dalam negeri dengan Satker di
luar negeri sebagai berikut:

Peneriman PNBP|Dalam Rupiah dan|Dalam mata uang Dolar
oleh  Bendahara | valuta asing Amerika Serikat dan/atau
Penerimaan mata uang setempat

2 |Cara penyetoran | Disetor ke kas negara | e Disetor ke kas negara

PNBP ke Kas | melalui bank/pos | melalui bank/pos

Negara persepsi, berapapun| persepsi atau bank

jumlah yang diterima koresponden

o Jika tidak dapat
dilakukan, disetor
melalui melalui
pemotongan pada SPM-
GUP/TUP atau rekening
bendahara penerimaan di
Indonesia

3 | Waktu penyetoran | Setiap akhir hari |e Paling lambat hari kerja

PNBP ke Kas|kerja atau paling| berikutnya jika disetor

Negara lambat hari kerja| melalui bank persepsi

berikutnya atau bank koresponden

e Mencapai jumlah minimal
50.000 Dolar Amerika
Serikat atau telah
disimpan paling lama dua
bulan dan jumlahnya
minimal dua kali biaya
transfer jika  disetor

melalui rekening
bendahara di dalam
negeri

e Seluruh PNBP  wajib
disetorkan sebelum
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tanggal pelaporan

pertanggungjawaban
semesteran dan tahunan

4 | Pemotongan/

Dalam mata

uang

Dalam Dolar Amerika

pemungutan rupiah Serikat/ Euro dan mata
pajak atas belanja uang setempat, sesuai mata
dengan UP uang yang dibelanjakan

5 | Penyetoran pajak
yang dipotong/
dipungut ke kas
negara

Disetor ke kas negara
melalui bank/pos
persepsi, berapapun
jumlah yang diterima

Sama dengan mekanisme
penyetoran PNBP

Oleh karena perbedaan-perbedaan di

Pembukuan ini.

atas, disusunlah Tata Cara

B.Petunjuk Pembukuan Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan membukukan pada Buku Kas Umum dan buku-
buku pembantu berdasarkan dokumen sumber dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA

dicatat sebagai target penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran

Pendapatan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
b. Buku Pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis
penerimaan bisa dibuat per jenis penerimaan atau dibuat dalam golongan

Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional dalam mata uang Dolar
Amerika Serikat dan/atau mata uang setempat.

c. Setoran yang diterima langsung di Rekening PNBP dalam mata uang
Dolar dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas Bank, dan Buku Pembantu PNBP dalam mata uang Dolar.

Contoh : Bendahara Penerimaan menerima setoran PNBP senilai 200 $

Nama Buku Debet | Kredit | Saldo
Buku Kas Umum 200 3 200 $
Buku Pembantu Kas Bank ($) | 2008 200 $
Buku Pembantu PNBP ($) 200 $ 200 $

d. Setoran yang diterima secara tunai dalam mata uang Dolar namun belum
masuk ke Rekening PNBP dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu PNBP dalam mata uang

Dolar.
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Contoh : Bendahara Penerimaan menerima setoran PNBP senilai 500 $

secara tunai

Nama Buku Debet | Kredit | Saldo
Buku Kas Umum 500 $ 700 $
Buku Pembantu Kas Tunai ($) | 500 $ 500 $
Buku Pembantu PNBP ($) 500 $ 700 $

. Setoran yang diterima secara tunai dalam mata uang dolar yang sudah
dimasukkan ke Rekening PNBP, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-
out) pada Buku Kas Umum, di sisi debet pada Buku Kas Bank dan di sisi
kredit pada Buku Kas Tunai.

Contoh: setoran senilai 500 $ pada huruf d dimasukkan ke Rekening
PNBP

Nama Buku Debet | Kredit | Saldo
Buku Kas Umum 500% | 500% | 7008
Buku Pembantu Kas Tunai ($) 500 $ 0%
Buku Pembantu Kas Bank ($) 500 S 700 $

Setoran yang diterima dalam mata uang setempat baik secara tunai
maupun melalui transfer ke rekening dibukukan di sisi debet pada Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, dan Buku Pembantu
PNBP dalam Mata Uang Setempat.

Contoh : Bendahara Penerimaan menerima setoran PNBP senilai MYR
1.000

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 1.000 MYR 1.000 MYR
Buku Pembantu Kas Bank (MYR) 1.000 MYR 1.000 MYR
Buku Pembantu PNBP (MYR) 1.000 MYR 1.000 MYR

. Penyetoran PNBP ke Kas Negara (baik melalui Bank Persepsi atau bank
koresponden yang melayani setoran penerimaan negara di wilayah kerja
Satker Perwakilan, pemotongan pada SPM-GUP/TUP, maupun rekening
Bendahara Penerimaan di Indonesia) dicatat di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas Tunai/Bank, dan Buku Pembantu PNBP.
Contoh: setoran pada huruf c, e, dan g disetorkan ke Kas Negara
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Nama Buku Debet Kredit Saldo

7008 0%

Buku Kas Umum

1.000 MYR | O MYR

Buku Pembantu Kas Bank ($) 7008 0S8
Buku Pembantu Kas Bank (MYR) 1.000 MYR | O MYR

Buku Pembantu PNBP (3) 7008 0$
Buku Pembantu PNBP (MYR) 1.000 MYR | O MYR

h. PNBP yang disetor ke Kas Negara dibukukan di kolom Sudah Disetorkan

pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan sebesar nilai riil Rupiah
ekuivalen atas PNBP yang disetor. Pencatatan tersebut dilakukan setelah
Bendahara Penerimaan menerima informasi kurs/nilai ekuivalen dalam
Rupiah atas PNBP yang disetorkan, baik dari Bank (apabila PNBP disetor
langsung melalui Bank Persepsi atau bank koresponden yang melayani
setoran penerimaan negara di wilayah kerja Satker Perwakilan), dari
Bendahara Penerimaan di Indonesia (apabila PNBP disetor melalui
rekening Bendahara  Penerimaan di Indonesia), atau dari
KPPN/Bendahara Pengeluaran (apabila PNBP disetor melalui mekanisme
pemotongan pada SPM-GUP/TUP).

C.Petunjuk Pembukuan Bendahara Pengeluaran

1. Mekanisme Pembukuan UP/TUP

Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan atas dana UP/ TUP/

GUP yang diterimanya dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP
dalam Mata Uang SP2D, dan Buku Pembantu Kas Bank dalam Mata
Uang SP2D sebesar nilai pada SP2D.

b. Apabila terdapat biaya transaksi yang mengakibatkan nilai UP yang
diterima menjadi lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada SP2D,
maka biaya transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja yang
bersumber UP.

Contoh: Bendahara Pengeluaran menerima UP sebesar 100.000 $ dengan

kurs Rp10.000,-/1 $. Biaya transfer dari Indonesia ke luar negeri 100 $.

Pencatatan Penerimaan UP
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 100.000 $ 100.000 $
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Buku Pembantu UP ($) 100.000 $ 100.000 $
Buku Pembantu Kas Bank ($) |100.000 $ 100.000 $

Pencatatan Biaya Transfer
Nama Buku Debet Kredit Saldo

Buku Kas Umum 100 3 99,900 %
Buku Pembantu UP ($) 100 5 99.900 $
Buku Pembantu Kas () 100 S 99.900 $

Apabila Bendahara Pengeluaran menerima dana GUP/TUP yang berasal
dari PNBP dalam Mata Uang SP2D yang disetorkan melalui pemotongan
pada SPM GUP/TUP, maka dibukukan di sisi debet pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu UP dalam Mata Uang SP2D, dan Buku
Pembantu Kas dalam Mata Uang SP2D.

Contoh: Bendahara Pengeluaran menerima dana UP sebesar 7003 yang

berasal dari penyetoran PNBP melalui pemotongan SPM-GUP/TUP

Nama Buku Debet | Kredit Saldo
Buku Kas Umum 700 % 100.600 %
Buku Pembantu UP ($) 700 $ 100.600 $
Buku Pembantu Kas Bank ($) 700 % 100.600 %

Apabila Bendahara Pengeluaran menerima dana GUP/TUP yang berasal
dari PNEP dalam Mata Uang Setempat yang disetorkan melalui
pemotongan pada SPM GUPJTUP, maka dibukukan di sisi debet pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP dalam Mata Uang Setempat, dan
Buku Pembantu Kas dalam Mata Uang Setempat, serta dibukukan nilai
ekuivalennya dalam Mata Uang SP2D dengan kurs saat membuat SPP.
Contoh: Bendahara Pengeluaran menerima dana UP sebesar 1200 MYR
yang berasal dari penyetoran PNEP melalui pemotongan SPM-GUP/TUP.
Kurs saat SPP dibuat adalah 4 MYR/1 3.

Nama Buku Debet Kredit Saldo
1000 MYRE 1000 MYRE
Buku Kas Umum
300% 100.900 &
1.200 MYR 1.200 MYR
Buku Pembantu UP (MYE)
3008 3005
Buku Pembantu Kas Bank (MYE) 1.200 MYR 1.200 MYR

.Mekanisme Pembukuan Penukaran Dana UP/TUP dari Mata Uang
SP2D ke Dalam Mata Uang Setempat
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Pada dasarnya, pencatatan di KPPN hanya mengakomodasi pencatatan

dalam mata uang Rupiah dan Mata Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat

atau Euro). Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan mata uang setempat

harus tetap dicatat ekuivalennya dalam Mata Uang SP2D untuk

menyesuaikan dengan pencatatan di KPPN.

Pada saat Bendahara Pengeluaran menukarkan sebagian/seluruh

UP/TUP yang diterimanya ke dalam mata uang setempat, Bendahara

Pengeluaran melakukan pembukuan sebagai berikut:

a. Dibukukan di sisi debet dan kredit pada Buku Kas Umum sebesar
nilai Mata Uang SP2D yang ditukarkan;

b. Dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum sebesar nilai riil mata
uang setempat yang didapat atas pertukaran tersebut;

c. Dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu UP dalam Mata Uang
SP2D sebesar nilai Mata Uang SP2D yang ditukarkan;

d. Dibukukan di sisi debet pada Buku Pembantu UP dalam Mata Uang
Setempat sebesar nilai Mata Uang SP2D yang ditukarkan dan nilai
riil mata uang setempat yang didapat atas pertukaran tersebut;

e. Dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dalam Mata Uang
SP2D sebesar nilai Mata Uang SP2D yang ditukarkan;

f. Dibukukan di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dalam Mata uang
Setempat sebesar nilai ekuivalen riil mata uang setempat yang
didapat atas pertukaran tersebut.

Contoh: Bendahara menukarkan 20.000 £ ke dalam mata uang setempat

(misalnya MYR) dengan kurs 5 MYR/1 5

Nama Buku Debet Kredit Saldo
20.000 § 20.000 % 100.900
Buku Kas Umum
100.000 MYR 101.200 MYR
Buku Pembantu UP |$) 20.000 % 80.600 §
20.000 $ 20.300 &
Buku Pembantu UP (MYRE)
100.000 MYR 101.200 MYR
Buku Pembantu Kas ($) 20.000 $ B80.600 %
Buku Pembantu Kas (MYR) | 100.000 MYR 101.200 MYR

3. Mekanisme Pembukuan Penukaran Balik Dana UP/TUP dari Mata
Uang Setempat ke Mata Uang SP2D

www.peraturan.go.id



a7 2018, No.1265

Pada saat Bendahara Pengeluaran menukarkan kembali mata uang
setempat yang dimilikinya ke dalam Mata Uang SP2D, Bendahara
melakukan pencatatan sebagai berikut:

a. Dibukukan di sisi debet dan kredit pada Buku Kas Umum dan Buku
Pembantu UP sebesar nilai dolar yang seharusnya didapat dari
pertukaran tersebut dengan kurs FIFO;

b. Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP
dan Buku Kas Dalam Mata Uang Setempat sebesar nilai mata uang
setempat yang ditukarkan;

c. Dibukukan di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dalam Dolar
sebesar nilai dolar yang seharusnya didapat dari pertukaran tersebut
dengan kurs FIFO;

d. Apabila terdapat perbedaan kurs pada saat penukaran balik dari mata
uang setempat ke dalam dolar yang menyebabkan selisih antara
jumlah dolar yang seharusnya didapat dengan kurs FIFO dengan
jumlah dolar yang sebenarnya didapat, maka selisih tersebut
dibukukan sebagai pendapatan/belanja selisih kurs pada Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu UP.

Contoh: Bendahara menukarkan 20.000 MYR ke dalam dolar. Kurs FIFO

adalah 5 MYR/1 $ dan kurs saat penukaran adalah 4 MYR/1 $

Pencatatan Penukaran
Nama Buku Debet Kredit Saldo
4.000 $ 4.000 $ 100.900 $
Buku Kas Umum
20.000 MYR | 81.200 MYR
4.000 $ 16.300 $
Buku Pembantu UP (MYR)
20.000 MYR | 81.200 MYR
Buku Pembantu UP ($) 4.000 $ 84.600 $
Buku Pembantu Kas (MYR) 20.000 MYR | 81.200 MYR
Buku Pembantu Kas ($) 4.000 $ 84.600 3
Pencatatan Pendapatan Selisih Kurs
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 1.000 $ 101.900 $
Buku Pembantu UP 1.000 $ 85.600 $
Buku Pembantu Kas ($) 1.000 $ 85.600 $

4. Mekanisme Pembukuan atas Belanja yang Bersumber dari UP/TUP
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. Pembayaran atas belanja yang bersumber dari UP kepada penerima

pembayaran /pihak ketiga dalam mata uwang SP2D dibukukan sebagai

berikut:

1) Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu UP dan Buku Pembantu Kas;

2) Dibukukan sebesar nilai pajak yang dipungut di sisi debet pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak;

3) Setelah belanja tersebut dipertanggungjawabkan dengan SPM
GUP/PTUP, maka dibukukan pada sisi Bukti Pengeluaran di Posisi
UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebesar nilai
ekuivalen dalam Rupiah atas belanja tersebut dengan menggunakan
kurs yang diperoleh dari KPPN pada saat penerbitan SP2D
GUP/PTUP.

4) Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu
Pajak sebesar nilai pajak yang dipungut.

Contoh: Bendahara melakukan pembayaran senilai 500 $ untuk

membeli keperluan kantor. Atas transaksi tersebut, bendahara

memungut pajak senilai 5 $

Pencatatan Belanja

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 500 % 101.400 &
Buku Pembantu UP ($) 500 $ 85.100 %
Buku Pembantu Kas ($) 5008 85.100 %

Pencatatan Pemungutan Pajak

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 5% 100.405 &
Buku Pembantu Kas ($) 5% 83.105 %
Buku Pembantu Pajak 5% 55

Pencatatan Penyetoran Pajak

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Bulu Kas Umum 5% 100.400 §
Buku Pembantu Kas ($) 5% 85.100 %
Buku Pembantu Pajak 5% 03
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b. Pembayaran atas belanja yang bersumber dari UP kepada penerima
pembayaran/pihak ketiga dalam mata uang setempat dibukukan
sebagai berikut:

1) Dibukukan sebesar nilai bruto dalam mata uang setempat dan
ekuivalennya dalam Dolar dengan kurs FIFO di sisi kredit pada
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu UP;

2) Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada Buku Pembantu
Kas:

3) Dibukukan sebesar nilai pajak yang dipungut di sisi debet pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak;

4) Setelah belanja tersebut dipertanggungjawabkan dengan SPM
GUP/PTUP, maka dibukukan di sisi Bukti Pengeluaran di Posisi UP
pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebesar nilai ekuivalen
dalam Rupiah atas belanja tersebut dengan menggunakan kurs
yvang diperoleh dari KPPN pada saat penerbitan SP2D GUP/PTUP.

5) Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu
Pajak sebesar nilai pajak yang disetorkan.

Contoh: Bendahara melakukan pembayaran senilai 6.200 MYR untuk

membeli keperluan kantor. Atas transaksi tersebut, bendahara

memungut pajak senilai 50 MYR. Kurs FIFO adalah 5 MYR/1 $ untuk
1.200MYR dan 4 MYR/1 % untuk 5.000 MYR

Pencatatan Belanja
Nama Buku Debet Kredit Saldo
1.200 MYR | 80.000 MYR
300 % 100.100 S
Buku Kas Umum
5.000 MYR | 75.000 MYR
1.000 3 99,100 %
1.200 MYR | 80.000 MYR
300 % 16.000 %
Buku Pembantu UP (MYE)
5.000 MYR | 75.000 MYR
1.000 3 15.000 %
Buku Pembantu Kas 1.200 MYR | 80.000 MYR
(MYR] 5.000 MYR | 73.000 MYR
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Pencatatan Pemungutan Pajak
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 50 MYR 75.050 MYR
Buku Pembantu Kas 50 MYR 75.050 MYR
(MYR)
Buku Pembantu Pajak 50 MYR S0 YR
Pencatatan Penyetoran Pajak
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 50 MYR 75.000 MYR
Buku Pembantu Kas 50 MYR 75.000 MYR
(MYR)
Buku Pembantu Pajak 50 MYR =

5.Pencatatan Nilai UP dalam Rupiah dan Penyesuaian Nilai Kas di
Bendahara Pengeluaran
Pada saat Bendahara Pengeluaran menerima UP di awal tahun dan/atau
TUP, maka UP/TUP tersebut dicatat nilai ekuivalennya dalam Rupiah
pada Kartu Pengawasan UP/TUP Bendahara Pengeluaran. Pencatatan
nilai ekuivalen ini ditujukan untuk menyamakan pencatatan Kas di
Bendahara Pengeluaran antara Bendahara Pengeluaran, UAKPA, dan
KPPN.
Setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, KPPN dan satker
yang menerima UP dalam mata uang asing akan melakukan penyesuaian
nilai Kas di Bendahara Pengeluaran di pencatatan KPPN dan pencatatan
Satker dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan. Perubahan nilai
rupiah atas penyesuaian nilai Kasi di Bendahara Pengeluaran tidak
dicatat dalam BKU maupun buku-buku pembantu, namun diakui
sebagai pendapatan/beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi
pada Kartu Pengawasan UP/TUP Bendahara Pengeluaran.
Contoh:
1. Penerimaan UP pada tanggal 2 Januari 2017 sebesar 100.000 US$

dengan kurs Rp10.000,-/1 US$
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2. Penyesuaian kurs pada akhir Juni 2017, nilai kurs adalah Rp11.000,-
/1 US$. Dana UP yang belum dibelanjakan sebesar 20.000 US$
3. Penyesuaian kurs pada akhir Desember 2017. Sisa UP sebesar 10.000
USS. Nilai kurs adalah Rp.9.500,-/1 US$

Kartu Pengawasan UP/TUP Bendahara
Saldo Kas UP/TUP
No| Tanggal Uraian o
UP (US$) | (IDR/1 UP (IDR)
Uss)

1 |02/01/17 a0 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000
TA 2017
Penyesuaian

2 |30/06/17 | kurs Semester [ 20.000 | 10.000 | 200.000.000
2017
Pendapatan
selisih kurs yang 1.000 20.000.000
belum terealisasi
Penyesuaian

3 |30/12/17 | kurs akhir tahun| 10.000 | 10.000 100.000.000
2017
Beban kerugian
selisih kurs yang (500) (5.000.000)
belum terealisasi

6. Mekanisme Penyetoran Sisa UP ke Kas Negara
Pembukuan terhadap penyetoran sisa UP/TUP dilaksanakan sebagai
berikut:
1) Sisa UP/TUP disetorkan ke Kas Negara dalam Mata Uang SP2D.

Apabila masih terdapat sisa UP dalam mata uang setempat, maka
harus ditukarkan ke dalam Mata Uang SP2D terlebih dahulu sebelum

disetorkan ke Kas Negara.
2) Penyetoran sisa UP/TUP dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.
Contoh: sisa UP di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran
adalah sebesar 1.000 $ dan 5.000 MYR. Kurs FIFO adalah 4 MYR/1 $
dan kurs saat penukaran adalah 5 MYR/1 $.
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Pencatatan Penukaran MYR ke $
Nama Buku Debet Kredit Saldo
1.250 3 1.230 3 2.250 3
Buku Kas Umum
2.000 MYR 0 MYR
1.250 $ 0%
Buku Pembantu UP (MYE)
2.000 MYRE 0 MYRE
Buku Pembantu UP () 1.250 & 2.250 %
Buku Pembantu Kas (MYR) 5.000 MYR 0 MYR
Buku Pembantu Kas |$) 1.250 3 2.250 3
Pencatatan Kerugian Selisih Kurs atas Penukaran MYR ke §
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 250 & 2.000 %
Buku Pembantu UP ($) 250 & 2,000 %
Buku Pembantu Kas 2.000 %
250 §
)
Penyetoran Sisa UP ke Kas Negara
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 2.000 & 0%
Buku Pembantu UP 2.000 3 0%
Buku Pembantu Kas 2.000 % 0%
)

Dalam hal penukaran mata uang setempat ke dalam Mata Uang SP2D

tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan negara setempat, maka sisa

UP dapat disetorkan dalam mata uang setempat, lalu dicatat nilai

ekuivalennya dalam Mata Uang SP2D. Pencatatan tersebut dilakukan

setelah Bendahara Pengeluaran menerima informasi kurs/nilai ekuivalen

dalam Mata Uang SP2D atas sisa UP yang disetorkan, baik dari Bank

(apabila PNBP disetor langsung melalui Bank Persepsi), dari Bendahara

Pengeluaran di dalam negeri (apabila PNBP disetor melalui Bendahara

Pengeluaran di dalam negeri), atau dari KPPN/Bendahara Pengeluaran
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(apabila sisa UP disetor melalui mekanisme potongan UP tahun anggaran

berikutnya).

Apabila terdapat selisih antara nilai setoran sisa UP/TUP dalam mata

uang rupiah menurut UAKPA dan menurut Karwas UP/TUP di KPPN,

selisih tersebut tidak dibukukan oleh Bendahara, tapi dibukukan di

UAKPA dan KPPN sebagai pendapatan /beban kerugian selisih kurs.
T.Mekanisme Pembukuan atas Belanja yang Bersumber dari SPM-LS

Bendahara

a. Pelaksanaan Pembukuan atas Belanja yang Bersumber dari SPM-LS

Bendahara diatur sebagai berikut:

1) Pada saat dana diterima, maka dibukukan sebesar nilai netto
dalam Mata Uang SP2D di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara.

2) Apabila terdapat potongan pajak, maka dibukukan sebapgai
transaksi in-out pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak.

3) Setelah dana disalurkan, maka dibukukan sebesar nilai netto
dalam Mata Uang SP2D di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara. Penyaluran
dana tersebut juga dibukukan di kolom Sudah Disahkan pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja dalam Rupiah sesuai kode
akun berkenaan dalam Rupiah dengan kurs yang diperoleh dari
KPPN pada saat penerbitan SP2D.

4] Apabila terdapat sisa dana LS Bendahara yang tidak tersalurkan
dan akan dikembalikan ke Kas MNegara, maka dibukukan di sisi
kredit pada Buku Kaz Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu LS Bendahara dalam Mata Uang SP2D.

5) Selisih setoran sisa LS Bendahara dalam mata uang rupiah
menurut UAKPA dan menurut KPPN tidak perlu dibukukan oleh
Bendahara, tapi dibukukan di UAKPA dan KPPN sebagai
pendapatan [belanja selisih kurs.

Contoh: Bendahara menerima dana LS Bendahara sebesar 5.000 %.

Atas dana LS Bendahara tersebut, sebesar 4.000 $ disalurkan ke

penerima dan sebesar 1.000 $ dikembalikan ke Kas Negara.

Pencatatan Penerimaan Dana LS Bendahara
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 5.000 8 5.000 %
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Buku Pembantu LS 3.000 3

5.000 %
Bendahara
Buku Pembantu Kas [$) 5.000 & 5.000 %

Pencatatan Penyaluran Dana LS Bendahara
Nama Buku Debet Kredit Saldo

Buku Kas Umum 4.000 % 1.000 %
Bulu Pembantu LS 4.000 %

1.000 %
Bendahara
Buku Pembantu Kas [$) 4.000 % 1.000 %

Pencatatan Pengembalian Sisa Dana LS Bendahara

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 1.000 $ 0%
Buku Pembantu LS 1.000 % 0%
Bendahara
Buku Pembantu Kas (3) 1.000 % 0%

Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat potongan pajak pihak
terbayar, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pemotongan
pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran sesuai
peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondizsi

negara setempat. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:

1) Dibukukan sebesar nilai potongan pajak/SSP di sisi debet pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak
dalam Mata Uang SP2D dan nilai ekuivalennya dalam Rupiah
dengan kurs yang diperoleh dari KPPN pada saat penerbitan SP2D.

2) Saat dilakukan penyetoran dengan menggunakan SSP/bulkti
lainnya yang dinyatakan sah maka dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak
dalam Mata Uang SP2D dan nilai ekuivalennya dalam Rupiah
dengan kurs yang diperoleh dari KPPN pada saat penerbitan SP2D.

. SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan dibukukan sebagai pengurang

papgu di kolom Sudah Disahkan sebesar nilai ekuivalen SP2D dalam
Rupiah sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja tanpa perlu dibukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku
Pembantu.
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8. Mekanisme Pembukuan atas Pemberian Uang Muka/Voucher

Pemberian Uang Muka/Voucher oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan
setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA
untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas dan/atau uang muka
kegiatan. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:

a. Saat Bendahara memberikan uang muka/voucher, dibukukan di sisi
debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi debet pada
Buku Pembantu Uang Muka/Voucher, dan di sisi kredit pada Buku
Pembantu Kas sejumlah uang muka/voucher yang diberikan.

b. Saat Bendahara menerima bukti-bukti pengeluaran, dibukukan di sisi
kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Uang Muka/Voucher,
dan Buku Pembantu UP sejumlah riil pengeluaran.

c. Apabila terdapat sisa uang muka/voucher yang dikembalikan ke
Bendahara, maka dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out] pada
Buku Kas Umum, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi
kredit pada Buku Pembantu Uang Muka/Voucher.

Contoh: Jumlah seluruh kas di Bendahara Pengeluaran dari dana UP
adalah 15.000%. Bendahara memberikan uang muka perjalanan dinas
kepada seorang pegawal sebesar 10.000%. Setelah perjalanan dinas
selesai, pegawai menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan sisa uang

muka sebesar 3.000%

Pencatatan Pemberian Uang Muka/Voucher

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 10.000 % 10.000%5 15.000 5
Buku Pembantu UM /Voucher 10.000 $ 10.000 3
Buku Pembantu Kas ($) 10.000% 5.000 5

Pencatatan Pengeluaran Riil

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 7.000% B.000
Buku Pembantu UM /Voucher 7.000% 3.000 5
Buku Pembantu UP 7.000% 5.000 5

Pencatatan Penerimaan Sisa Uang Muka/Voucher
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Nama Buku Debet KEredit Saldo
Buku Kas Umum 3.000 8 3.000 % 8.000 3
Buku Pembantu UM /Voucher 3.000 % ]
Buku Pembantu Kas () 3.000 % 8.000 %

9. Mekanisme Pembukuan atas Aktivitas Has Lainnya

Dalam hal Bendahara Pengeluaran mengelola uang lain dari

Aktivitas Kas Lainnya di luar angka 1 sampai dengan 5 di atas, misalnya

Biaya Perjalanan Dinas beban Kantor Pusat Kementerian

(BFJ),

penggantian UP sebagai talangan belanja yang sehamisnya menjadi

beban Kantor Pusat Kementerian (PFK), dana titipan untuk kegiatan di

luar negeri (persekot kerja titipan), tunjangan, bantuan kepada pegawai

(Beban Pusat Persekot Resmi), dan dana titipan pelaksanaan Pemilu di

luar negeri, pembukuan dilakukan sebagai berikut:

a. Bukti penerimaan dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum,

Bulku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

b. Bukti pengeluaran dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

Contoh: Bendahara Pengeluaran menerima dana sebesar 8.000% dari

Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri sebagai biaya perjalanan dinas

pindah untuk pegawai yang mutasi.

Saat Dana Diterima

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum B.000D B.000
Buku Pembantu Kas () 8.000 & 8.000 %
Buku Pembantu Lainnya B.000 $ B.000 3

Saat Dana Dibayarkan kepada Pegawai

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum B.000 % ]
Buku Pembantu Kas |$) 2.000 % 0%
Buku Pembantu Lainnya B.000 % ]

D. Petunjuk Pembukuan BPP

Dalam hal dana SP2D dikelola langsung oleh BPKRT selaku BPP Satker

Atase Teknis di luar negeri tanpa melalui Bendahara Pengeluaran yang

berkedudukan di dalam negeri, maka BPP melakukan pembukuan dengan

www.peraturan.go.id



=7 2018, No.1265

mekanisme yang sama dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran di luar

negeri.

BFP tetap berkewajiban melakukan pertanggungjawaban kepada Bendahara

Pengeluaran di dalam negeri dengan mengirimkan LPJ BPP.

Bendahara Pengeluaran di dalam negeri melakukan pembukuan sebagai

berikut:

1. Saat dana UP diterima oleh BPP, dibukukan pada Buku Kas Umum dan
Buku Pembantu UP di sisi debet dan kredit [in-out) dan pada Buku
Pembantu BPP di sisi debet;

2. Saat menerima LPJ BPP, dibukukan pada Buku Pembantu BPP di sisi
kredit dan seluruh transaksi yang dilakukan BPP dipindahbukukan
sebagai transaksi Bendahara Pengeluaran.

.Pembukuan Belanja Yang Bersumber dari Dana Kas Besi

Pada dasarnya, seluruh belanja dilakukan dengan dana UP/TUP dan LS,
dan belanja yang awalnya dilakukan dengan menggunakan dana Kas Besi
akan dipindahbukukan dan diakui sebagai belanja dengan UP/GUP.
Pencatatan atas belanja tersebut tidak dilakukan dengan pencatatan
langsung ke Buku Pembantu Kas Besi, namun dibukukan terlebih dahulu
pada Buku Pembantu Pengpunaan Kas Besi.

1. Saat dana keluar dari rekening Kas Besi, dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out] pada Buku Kas Umum, di sisi kredit pada Bulu Pembantu
Kas Besi dan di sisi debet pada Buku Pembantu Penggunaan Kas Besi dan
Buku Pembantu Kas.

2. Saat dana digunakan untuk belanja, dibukukan pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Penggunaan Kas Besi di sisi
kredit.

3. Saat dana UP/GUP sudah tersedia dan belanja dengan Kas Besi akan
diakui sebagai belanja dengan UP/GUP, dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan di sisi kredit pada Buku
Pembantu UP dan Buku Pembantu Kas.

4, Saat dana Kas Besi dikembalikan, dibukukan di =sisi debet dan kredit (in-
out) pada Buku Kas Umum, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan
Buku Pembantu Penggunaan Kas Besi dan di sisi debet pada Buku
Pembantu Kas Besi.
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Contoh: Saldo Kas Besi adalah 30.000 3. Pada bulan Januari, Bendahara
meminjam dana sebesar 10.000 $ dari Kas Besi untuk membayar keperluan
kantor karena dana UP belum tersedia. Pertengahan Januari, terbit SP2D UP
sebesar 20.000 3. Saat dana UP telah tersedia, dana pinjaman dari Kas Besi

sebesar 8.000 £ telah digunakan.

Pencatatan Peminjaman Dana dari Kas Besi

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 10.000 3 10.000 & 50.000 &
Buku Pembantu Kas Besi 10.000 £ 40.000 $
Buku Pembantu Penggunaan Kas 10.000 %
Resl 10.000 8
Buku Pembantu Kas ($) 10.000 % 10.000 $

Pencatatan Belanja dengan Dana Pinjaman dari Kas Besi

Nama Buku Debet Kredit Salde
Buku Kas Umum B.000 3 42.000 %
Buku Pembantu Kas (3) B.OOO 3 2.000 &
Buku Pembantu Penggunaan Kas B.000 3

2.000 %
Besi
Pencatatan Penerimaan Dana UP

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 20.000 % 62.000 $
Buku Pembantu UP 20.000 % 20.000 §
Buku Pembantu Kas |3) 20.000 % 32,000 %

Pencatatan Pengakuan Belanja Sebagai Belanja Dengan UP

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 8.000 5 B.000 3 62.000 $
Buku Pembantu UP B.000 3 12.000 %
Buku Pembantu Penggunaan Kas 10.000 §
Reat 8.000 3

Pencatatan Pengembalian Dana Kas Besi

Nama Buku Debet Kredit Saldo

Buku Kas Umum 10.000 % 10.000 $ 62.000 %
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Buku Pembantu Kas (3) 10.000 % 12.000 %
Buku Pembantu Penggunaan Kas 10.000 & 0%
Besi
Buku Pembantu Kas Besi 10.000 % 50.000 &

Apabila Satker pemegang Kas Besi meminjamkan sebagian dana kas besinya

kepada Satker lain, pemberian pinjaman tersebut dibukukan di sisi kredit

pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Besi, serta di sisi debet dan

kredit (in-ouf)] pada Buku Pembantu Penggunaan Kas Besi. Sedangkan

Satker yang menerima pinjaman Kas Besi membukukan di sisi debet pada

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Contoh: Satker Perwakilan A memiliki saldo Kas Besi sebesar 50.000 %.

Satker Perwakilan A memberikan pinjaman dari Kas Besi kepada Satker

Atase X sebesar 10.000 $. Satker Atase X menggunakan dana 10.000 $

tersebut untuk belanja barang, dan mengembalikan dana tersebut pada

Satker Perwakilan A setelah menerima dana GUP sebesar 40.000 .

Pencatatan Peminjaman Dana dari Kas Besi

Satker Perwakilan A

Nama Buku Debet Kredit Saldo

Buku Kas Umum 10.000 $ 40000
Buku Pembantu Kas Besi 10.000 $ 40.000 $
Buku Pembantu Penggunaan Kas 10.000

Beel 10.000 $ 0%

Satker Atase X

Buku Kas Umum 10.000 % 10.000 $
Buku Pembantu Kas ($) 10.000 % 10.000 &
Buku Pembantu Lain-lain 10.000 % 10.000 §

Pencatatan Belanja dengan Dana Pinjaman dari Kas Besi

Satker Atase X
Nama Buku Debet Kredit Saldo
Bulmu Kas Umum 10,000 3 03
Buku Pembantu Kas 10.000 5 035
Buku Pembantu Lain-lain 10.000 5 035

Pencatatan Penerimaan Dana UP
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Satker Atase X

Nama Buku Debet Kredit Saldo
Buku Kas Umum 40.000 % 40.000 %
Buku Pembantu UP 40.000 $ 40.000 %
Buku Pembantu Kas |3) 40.000 % 40,000 $

Pencatatan Pengakuan Belanja Sebagai Belanja Dengan UP

Nama Buku Debet Kredit Salde
Buku Kas Umum 10.000 5 10.000 % 40.000 $
Buku Pembantu UP 10.000 % 30.000 3%
Buku Pembantu Lain-lain 10.000 5 10.000 §

Pencatatan Pengembalian Dana Pinjaman dari Kas Besi

Satker Atase X

Nama Buku Debet Kredit Salde
Buku Kas Umum 10.000 $ 30,000 §
Buku Pembantu Kas ($) 10.000 £ 30.000
Buku Pembantu Lain-lain 10.000 $ 0%
Satker Perwakilan A

Buku Kas Umum 10.000 % 50,000
Buku Pembantu Penggunaan Kas 10.000 &

10.000 $ 0%
Besi
Buku Pembantu Kas Besi 10.000 % 50,000

. Petunjuk Pembukuan Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan

Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan
menghasilkan saldo setiap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu
kekeliruan dalam membukukan transaksi akan berdampak pada kesalahan

beruntun dalam perhitungan saldo buku.
Apabila terjadi kesalahan pembukuan, yang harus dilakukan adalah:

1. Pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan, segera dibuatkan
Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh KPA atau PPK

atas nama KPA dan Kepala Satker

2. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan dokumen sumber
pembukuan koreksi, dibukukan sesuai tanggal berita acara sebagai

berilut:
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a. Dibukukan kebalikan / reversal dari pembukuan yang salah; dan
b. Dibukukan menurut yang seharusnya.

3. Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotokopi transaksi yang salah
dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang salah (lembaran Buku Kas
Umum dan buku-buku pembantu berkenaan) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari LPJ.

4. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan dibuat dengan format
sebagaimana format dalam lampiran.

G.Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya Administrasi Bank
Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat dalam rekening
koran dibukukan sebesar nilai netto (setelah dipotong pajaknya) di sisi debet

pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas sesuai mata uangnya dan
Buku Pembantu Lain-lain.

Biaya administrasi bank sebagaimana tercatat dalam rekening koran
diperlakukan sebagai belanja operasional kantor yang pembayarannya
menggunakan mekanisme UP, dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. Pencatatan sebagai
pengurangan pagu dalam Buku Pengawasan Anggaran dilakukan setelah
belanja disahkan dengan terbitnya SP2D GUP/PTUP.

H.Petunjuk Penomoran dan Penanggalan Pada Bukti Pembukuan
Bendahara

Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Pengeluaran dan BPP menerapkan sistem Nomor Bukti yang berfungsi
sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara pada Buku
Kas Umum dan seluruh buku pembantu.

Nomor Bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan bendahara pada
waktu menatausahakan dokumen sumber dalam Buku Kas Umum dan
bersifat unik untuk satu tahun anggaran dimana pembukuan atas DIPA
diberi nomor bukti O (nol).

Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa
SPM yang dinyatakan sah dan LPJ-BPP setelah tanggal transaksi, terhadap
dokumen sumber dimaksud penomoran dan penanggalannya dilakukan
sebagai berikut:
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1. SPM yang dinyatakan sah yang diterima dari KPPN, diberi tanggal
berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara
berurutan.

2. LPJ-BPP yang diterima dari BPP, diberi tanggal berdasarkan tanggal
waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan.

3. Khusus untuk SPM dan LPJ-BPP pada akhir tahun anggaran, diberi
tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya.
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I. MODEL BUKU BENDAHARA

A.Model Buku Bendahara Penerimaan
1. Buku Eas Umum

Bagian 1 : Halaman muka

Tahun Anggaran i R A R 1)

MNegara 4

Kementerian/ Lembaga [ 1
[ ]
[ |
Satuan Kerja -G P =)
[ ]
[ |
[ |

Unit Organisasi

Dokumen 18)

Nomor, Tanggal Dokumen  © oo, 19)

Alamat

KFPFN

Revisi ke: 1. - (10

]
L Li ]

et (11D
Mengetahui
Kepala Perwakilan/Kepala Satker/ Pejabat yang Bendahara Penerimaan,
bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara,

12

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum:
(1} : Diisi tahun anggaran

(2} : Diisi kode dan nama Kementerian

[(3) : Diisi kode dan nama unit organisasi

(4] : Diisi kode dan nama negara Perwakilan

[3) : Diisi kode dan nama satuan kerja

[(B) : Diisi alamat satuan kerja

(7} : Diisi kode dan nama KPPN

[(8) : Diisijenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya)
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[(9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran
{10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
{11} : Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat
(12) : Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Perwakilan/Kepala Satker/ Pejabat

yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara

{13} : Diisi nama lengkap dan NIPF Bendahara Penerimaan yang ditunjuk
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Debet Kredit Saldo
Nomaor
T Uraian
anggal | Buke usD | vs | UsD vs USD vs
(1) (2) (3) 4 5] 6} i7) (8) (9)

Bagian 2 : Halaman Isi Buku Kas Umum

Petunjuk Pengisian Halaman [si Buku Kas Umum:

Kolom (1) : Diisi tanggal pembukuan [format: tanggal-bulan-tahun]

Kolom (2] : Diisi nomor pembukuan bendahara

Kolom {3) : Diisi uraian transaksi penerimaan /pengeluaran

Kolom (4) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (3] : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
dalam satuan mata uang setempat

Kolom (6) : Diisi jumlah setoran/pengeluaran wyang tercantum dalam
dokumen sumber dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (7) : Diisi jumlah setoran/pengeluaran yang tercantum dalam
dokumen sumber dalam satuan mata uang setempat

Kolom (B) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah
pencrimaan/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (9) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

dalam satuan mata uang setempat
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2. Buku Pembantu (BP) Kas/BP Kas Tunai/BP Kas Bank/BP PNBP/BP Lain-lain

Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi

Satuan Kerja
Dokumen

No., Tanggal Dokumen
Revisi Ke: ...

L T S ST

-

L]
3)
(o)
7)
i8)

9)
(10}

(11)

Tanggal Nomor Bukti

(12) (13)

(14)

(13)

(10)

(17)

Petunjuk pengisian BP:

(1) : Diisi jenis BP berkenaan

(2) : Diisi mata uang yang digunakan dalam BP berkenaan

(3) :  Diisi tahun anggaran

(4) : Diisi kode dan nama Kementerian

(5) : Diisi kode dan nama unit organisasi

(6) : Diisi kode dan nama negara

(7) : Diisi kode dan nama satuan kerja

(8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain)

(9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

(10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika

ada)

(11) : Diisi kode dan nama KPPN

(12) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

(13) : Diisi nomor pembukuan bendahara

(14) : Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

(15) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

(16) : Diisi jumlah sctoran/pengeluaran yang tercantum dalam dokumen

sumber
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(17) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah dikurangi jumlah
penerimaan fsetoran yang tercantum dalam dokumen sumber
3. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan
BUKU FENGAWASAN ANGGARAN FPENDAPATAN
Kementerian/ Lembagn FObgEL (| seessrsasrraesinnns 18]
Unit Organisasi Subfungsi s =)
Negara PEOETRIL (| sssssssersarreedts (1)
Satunn Kerja 4T (11)

Tgl, No. SP DIPA
Tahun Anggaran

KPPN
No. Posizi Penerimaan
T . | Uraian
| Buks Bulkti Sudah
Penerimann disetorkan
Pagu (13} (Rupish) |Rupiah)
{1%) 115) |16} [17h (18) {19) (209

Petunjuk Pengisian Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan:

1)
2]
3
4
(=)
16)
(7
)
9]
(10
(11)
12
13
(14
(13
(16)
(17
(18]
19]
(20

Diizi kode dan nama Kementerian

Diisi kode dan nama unit organisasi

Diisi kode dan nama negara

Diisi kode dan nama satuan kerja

Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA
Diisi tahun anggaran

Diisi kode dan nama KPPN

Diisi kode fungsi berkenaan

Diisi kode subfungsi berkenaan

Diisi kode program berkenaan

Diisi kode kegiatan berkenaan

Diisi kode alkun berkenaan

Diisi pagu akun terkait

Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Diisi nomor bukti dokumen sumber

Diisi uraian dan transaksi pengeluaran yang dilakukan

Diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan

Diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait

Diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara

Diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke Kas Negara
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B. Model Buku Bendahara Pengeluaran
1. Buku Kas Umum

Bagian 1 : Halaman muka

Tahun Anggaran 1 1)
Kementerian,/ Lembaga H 12)
Unit Organisasi 1 13)
MNegara 3 14)
Satuan Kerja 1 13)
Alamat 1 |6)
KFPFN H 17l
Dokumen 1 18)
Momor, Tanggal Dokumen 1 19
Revisi ke: 1. [ S 110
2. PO
...... 3 snsassssnsasnsssns L1
Mengetahui
Kepala Perwakilan/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
112) [1.3)

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum:

(1} : Diisi tahun anggaran

(2} : Diisi kode dan nama Kementerian

(3] : Diisi kode dan nama unit organisasi

[(4) : Diisi kode dan nama negara Perwakilan

[3) : Diisi kode dan nama satuan kerja

[6) : Diisi alamat satuan kerja

(7} : Diisi kode dan nama KPPN

(8) : Diisi jenis dokumen anggaran [DIPA, SKPA, atau lainnya)
[(9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

{10} : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika
ada)

{11} : Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat
{12} : Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Perwakilan/Kuasa PA yvang ditunjuk

{13) : Diisi nama lengkap dan NIPF Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk
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Bagian 2 : Halaman Isi Buku Kas Umum

Debet Kredit Saldo
1 Nomor Urai
" Bukti USD Vs USD vs USD vs
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Petunjuk Pengisian Halaman Isi Buku Kas Umum:

Kolom (1) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

Kolom (2) : Diisi nomor pembukuan bendahara

Kolom (3) : Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom (4) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (5) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
dalam satuan mata uang sctempat

Kolom (6) : Diisi jumlah setoran/pengeluaran yang tercantum dalam dokumen
sumber dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (7) : Diisi jumlah setoran/pengeluaran yang tercantum dalam dokumen
sumber dalam satuan mata uang sctempat

Kolom (8) : Diisi jumlah saldo sctelah  ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/sctoran yang tercantum dalam dokumen sumber
dalam satuan Dolar Amerika Serikat

Kolom (9) : Diisi jumlah saldo sctelah  ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/sctoran yang tercantum dalam dokumen sumber

dalam satuan mata uang sctempat
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2. Buku Pembantu

a. Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara dalam Mata
Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat/Euro)

Buku Pembantu .....cc.cnues (1)
Dalam Mata Uang .............{3)
SR 13)
Tahun Anggaran . LA -
Kementerian/Lembaga 3 Y )
Unit Organisasi it ©
Negara ; PHTRS m
Satuan Kerja . M (8
: b m
No., Tanggal Dokumen S :_'_: (10)
Pl i) 1)
TYanggal | Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(12) 13) (1%) (13 (16 17}

Petunjuk pengisian Buku Pembantu:

(1)
2)
(3)
(4)
(3)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

: Diisi jenis BP berkenaan

: Diisi jenis Mata Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat/Euro)
: Diisi tahun anggaran

: Diisi kode dan nama Kementerian

: Diisi kode dan nama unit organisasi

: Diisi kode dan nama negara

: Diisi kode dan nama satuan kerja

: Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain)
: Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran
: Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
: Diisi kode dan nama KPPN

: Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

: Diisi nomor pembukuan bendahara

: Diisi uraian transaksi penerimaan /pengeluaran

: Diisi jumlah pencrimaan yang tercantum dalam dokumen sumber dalam

satuan Mata Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat/Euro)

: Diisi jumlah pengeluaran/belanja yang tercantum dalam dokumen

sumber dalam satuan Mata Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat/Euro)

: Diisi jumlah saldo sctelah ditambah /dikurangi jumlah

penerimaan/sctoran yang tercantum dalam dokumen sumber dalam

satuan Mata Uang SP2D (Dolar Amerika Serikat/Euro)
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b. Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara dalam Mata

Tang Setempat
Buku Pembanty ... (1)
‘Tabmn Anggaran :
Hementerian/Lembaga
Unit Crganisasi '
Negara :
Batuan Herja :
1
No., Tanggal Dokumen
Revisi He: ... ' o
: e 1)
Hurs Deebet Hredit saldo
Tanggal | Nomor Bukti | Uraian way
WEF2D) Ve Varap Ve Yarap va VEFID
13) j13) 4 | g | e | on | pm | one {20) 21)

Petunjuk pengisian Buku Pembantu:

1)
12)
2)
4)
=)
(6)
i7)
=)
9)

(10}

(11}
12}
(13}
(14}

(15)

(16)

(17)

Diisi jenis BP berkenaan

Diisi mata uwang yvang digunakan dalam BP berkenaan

Diisi tahun anggaran

Diisi kode dan nama Kementerian

Diisi kode dan nama unit organisasi

Diisi kode dan nama negara

Diisi kode dan nama satuan kerja

Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, dan lain-lain)

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika
ada)

Diisi kode dan nama KPPN

Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

Diisi nomor pembukuan bendahara

Diisi uraian transaksi penerimaan/ pengeluaran

Diisi nilai tukar mata uang setempat per satu Mata Uang SP2D pada
saat penukaran

Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
dalam satuan mata uang setempat

Diisi jumlah ekuivalen penerimaan yang tercantum dalam dokumen

sumber dalam satuan Mata Uang SP2D
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(18) : Diisi jumlah pengeluaran/belanja yang tercantum dalam dokumen
sumber dalam satuan mata uang setempat

(19) : Diisi jumlah ekuivalen pengeluaran/belanja yang tercantum dalam
dokumen sumber dalam satuan Mata Uang SP2D

[(20) : Diisi jumlah saldo sctelah ditambah /dikurangi jumlah
penerimaan, setoran yvang tercantum dalam dokumen sumber dalam
satuan mata unang setempat

(21} : Diisi jumlah ekuivalen saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan setoran yvang tercantum dalam dokumen sumber dalam

satuan Mata Uang SP2D
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. Buku

~74-

Pembantu (BP] Kas/BP HKas Tunai/BP HKas Bank/BP Uang
Muka(|Voucher)/BP Kas Besi/ BP Penggunaan Kas Besi/ BP Lainnya

Tahun Anggaran 1 S 13)
Kementerian/Lembaga I Lecsens i e e 4)

Unit Organisasi I Lesens i e e e i e 13)

MNegara I Lesiss i e i e |6)

Satuan Kerja I Lecsens i e e {7)

Dokumen I Lasens Bt b b B 18)

MNo., Tanggal Dokumen - S g S b e i 19)

Revisi Ke: ...... @ ... g S R e {109

KPPN U, T (11)

Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo

Bukti
(12) (13) (14) (15) (19) (17)

Petunjuk pengisian Buku Pembantu:

(1)
2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(135)

Diiisi jenis BP berkenaan sesuai jenis dan mata uwangnya
Diiisi mata uang yvang digunakan dalam BP berkenaan
Diisi tahun anggaran

Diisi kode dan nama Kementerian

Diiisi kode dan nama unit organisasi

Diiisi kode dan nama Negara

Diisi kode dan nama satuan kerja

Diisi jenis dokumen anggaran [DIPA, SKPA, dan lain-lain|)

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)

Diisi kode dan nama KPPN
Diiisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)
Diiisi nomor bukti pembulkuan

Diiisi uraian transaksi penerimaan /pengeluaran

Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber dengan
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mata uang scsuai jenis buku

(16) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber dengan
mata uang scsuai jenis buku

(17) : Diisi jumlah saldo sctelah ditambah/ dikurangi jumlah penerimaan/
pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumberdengan mata uang

sesuai jenis buku
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d. Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)

BUKU FEMBANTU FAJAK
Tahun Anggaran - (13
Kementerian/ Lembaga EI P S [2)
Unit Organisasi E Nasmsmilssmsrsrarasnse semirnitenisassnsens [3)
Negara 2 |- [H)
Satuan Kerja LI 5]
Dokumen 2 Qesmensles s 6]
No., Tangganl Dokumen B atEsEf FEEEEEERRSREEERES SRR RS AR [7h
Revisi Ke: ... D RasdEaEf SEEEEREEERIEIEEEEESEERRERS AR (8]
KPPN ER SR {9
Nomor Pengelnaran
‘Tanggal PR Uraian i FPh FPh FFPh Pajak (Bredit) Saldo
Ps2l | Ps 22 | Ps 23 | Lainnya
120} 1) 13) 13 | p+ 113 l1e) 17) 112) 13)
Petunjuk pengisian:
1) :  Diisi tahun anggaran
12) : Diisi kode dan nama Kementerian
13 : Diisi kode dan nama unit organisasi
14 : Diisi kode dan nama negara
13) : Diisi kode dan nama satuan kerja
|6) :  Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKFPA, dan lain-lain)
17 : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran
18) :  Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada)
19 : Diisi kode dan nama KPPN
{10 : Diisi tanggal, bulan dan tahun pembukuan
(11} : Diisi nomor bukti pembukuan
{12) : Diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran
(13) : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima (sesuai mata uang vang dipungut)
({14} : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima [sesuai mata uang yang
dipungut)
{153) : Diisi jumlah pungutan PFh Pasal 22 yang diterima (sesuai mata uang yang
dipungut)
{16) : Diisi jumlah pungutan PFh Pasal 23 yang diterima (sesuai mata uang yang
dipungut)
{17} : Diisi jumlah pungutan pajak lainnya [(jika ada) (sesuai mata uang yang
dipungut)
{18) : Diisi jumlah pajak yvang telah disetorkan ke Kas Negara (sesuai mata uang
yang dipungut)
{19} : Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi
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jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber [sesuai mata

uang yang dipungut)
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e. Buku Pengawasan Anggaran Belanja

EUKU PENGAWASAN ANGGARAN EELANJA
Kementerian/ Lembaga - I | ] 9]
Uit Organisasi i e e (2) 9]
MNegara (3 (10
Satan Kerja (4] (11)
Tanggal, No. 5P DIFA (=] [12)
Tahun Anggaran T e [1=]] 113}
KFPPN ] | — = 7
[ Cara
Wilad Akun Posisi UP
Tgl No. Bubkti Uraian bayar
Transaksi
Up | LS (12] Bukti Sudah
pengeluaran | disahlan
PAGU [ L3) )
|Rupiah) | [Rupiah)
114} (13 |16) {17] (18] | 119] |20) 121) 122)

Petunjuk Pengisian Buku Pengawasan Anggaran Belanja:

(1) : Diisi kode dan nama Kementerian

[2) : Diisi kode dan nama unit organisasi

[3) : Diisi kode dan nama Negara

[4) : Diisi kode dan nama satuan kerja

[3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA
[B) : Diisi tahun anggaran

[7) : Diisi kode dan nama KPPN

[8) : Diisi kode fungsi berkenaan

[9) : Diisi kode subfungsi berkenaan

(10} : Diisi kode program berkenaan

(11} : Diisi kode kegiatan berkenaan

(12} : Diisi kode Akun berkenaan

(13} : Diisi pagu Akun berkenaan

(14} : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
(13} : Diisi nomor bukti pembukuan

(16) : Diisi uraian dan transaksi pengeluaran vang dilakukan

(17} : Diisi jumlah nominal transaksi
(18) : Diisi akumulasi jumlah pembayaran melalii mekanisme UP
(19) : Diisi akumulasi jumlah pembayaran melalii mekanizme LS Bendahara
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(20}  : Diisi sisa pagu Akun berkenaan
{21} : Diisi jumlah pembayaran yang belum di GUP-kan

(22)  : Diisi jumlah pembayaran yang sudah di GUP-kan
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f. Kartu Pengawasan UP/TUP Bendahara

KARTU PENGAWASAN UP/TUP BENDAHARA
Kementerian/Lembaga :  {....) .ccoven (1} PUDEELE 55 s ses amees (8]
Unit Organisasi A0 o (2 Subfungsi ... (4)
Negara - tasad 1 (3) Program (10}
Saman Kerja faey) (1 Kegiatan (11)
Tanggal, No. SPDIPA  © ... R ()

Tahun Anggaran (6}
KPPN 7
Saldo Kas UP/TUP
Tanggal Uraian Kurs
UF.(U8%) (IDR/1 US$) Lo
(12) (13) (14} (15) (16)

Petunjuk Pengisian Kartu Pengawasan UP/TUP Bendahara:
(1)

: Diisi kode dan nama Kementerian

(2) : Diisi kode dan nama unit organisasi

(3) : Diisi kode dan nama Negara

(4) : Diisi kode dan nama satuan kerja

(3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA
(6) : Diisi tahun anggaran

(7) : Diisi kode dan nama KPPN

(8) : Diisi kode fungsi berkenaan

(9) : Diisi kode subfungsi berkenaan

(10) : Diisi kode program berkenaan

(11) : Diisi kode kegiatan berkenaan

(12} : Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
(13) : Diisi uraian transaksi

(14} : Diisi nilai saldo UP/TUP dalam mata uang Dolar
(15) : Diisi nilai kurs

(16) : Diisi nilai saldo UP/TUP dalam mata uang Rupiah
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II. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA

A. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
EENDAHARA PENERIMAAN
DALAM MATA UANG .....coune.

Pada har ini,....... (2} tanggml....._..... [F bulan......... [4) tahun.......... A5} kami selakn Kepala
Perwakilanf Kepala Satuan Kerja /Pejabat yang bertugns melabukan premungutan penerimaan negara
telah melakukan pemeriksaon kas Bendahara Penerimaan Satker Persakilan Rl/ Satker Atase Teknis
- | [6) dengan nomor relkening: ceeee[T) [dst) dengan
posisi saldo Buku Kas Umum sebesar ...

Adapun hasil pemeriksann kas sebagai berilot:

L Haxzil pemeriksaan pembukuan Bendahara
A.  Saldo Kas Bendahara Penerimaan

1. Saldo BP Kas Tunoi ... UBDSVWS i1oj

2. Baldo BP Kas Bank ... UBDJVE [+ (10]

3.  Jumlah [A.1+A.3) - UBD/VE (]
B. Saldo Kas tersebut pada buraf A, terdiri

dari

1. SaldoBP........ ... USDJYS 113y

2. BaldoBP....... - UBD/WE (14§

3. Saldo BP Lain-Lain e UBDSWS [+ [15)

4. Jumlah |B.1+B.2+B.3) ... USDYVE (16§
C. Belisih Pembukuan (A.3-B.4] — P 17y

I Hasil Pemeriksaan Kos

A.  Kas yang dikuasai Bendahara

1. Uang tunai di brankas .. USD/VS [18)

2, Uang di relkening Bank ... USDSVE 1+ 119

3. Jumlah Kas |A.1 + A.2) ... USDJYS 204
B. Belisih Kas (I.A.3 - 11L.A3) weearen UBDVE 21)

. Penjelasan atas selisih kas
. 22)
sss N .. |

Yang Diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara Penerimaan Kepala Pervakilan/ Kepala

Zatker Pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan
PEMETIMANN NEgara
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening yang menampung PNBP
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
(12) : Diisi jumlah angka (10) dan angka (11}
(13) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNBEP
(14) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNBF lain (jika ada)
[(15) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF lain-lain
(16) : Diisi jumlah angka {13}, angka [14] dan angka [15]
[17) : Diisi jumlah angka (12) dilkurangi angka (16)
(18) : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[(19) : Diisi sejumlah vang di rekening
(20) : Diisi jumlah antara angka (18) dan angka [19)
[21) : Diisi jumlah angka (12) dilmrangi angka (20}
[(22) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
[23) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
[24) : Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan
[25) : Diisi NIP Bendahara Penerimaan
[26) : Diisi nama lengkap Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan

pPemungutan pencrimaan Negara
[27) : Diisi NIP Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

PeAcTimAaan nNegara
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B. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

2018, No.1265

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN
DALAM MATA UANG ...c.cooneevernvnensnernna| 1]

Pada hari ini,....... [2) tanggal........... [3) bulan.......... 14] b ... [15) kami selaku Kepala
Perwakilan { Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaon kas Bendahara
Pengeluaran Satker Perwakilan RIfSatlker Atase Telmis di ... {6 dengan nomor
T S —— P ——— |7} (dst) dengan posisi saldo Buku Kas Umum
sebesar ... ... {8} dan nomor bukti terakbar : ... 9]

Adapun hasil pemeriksann kas sebagai berilout :

I. Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara
A.  Saldo Kas

1. Saldo BP Kas Tunai = - UsDyvs 1
2. Saldo BP Kas Bank =00 e UsDivs {11)
3. Baldo BP UM {voucher) UsDyvs 13
4. Salde BPBPF e UED/VE i13)
5 SBaldokasBesi 0000 USD/VE [+ 114
6. Jumlah A.1sd A5 0 UsSD/vs i15)

H. Saldo Kas tersebut pada huruaf A, terdir
dari
1. Salde BPULP UED/VE {16)
2. BSaldo BP LE-Bendahara @ =0 ... UsSD/vs {17
3. Saldo BP Pajak e USD/VS (18]
4. Baldo BP Lain-Lain =000 ... UsD/vs 1%
5. Saldo Kas Besi di Rekening == ..o UsDivs {209
6. Saldo Kas Besi dim Penggunaan USDIVE [+ i21)
7. Jumlah (B.1 s.d. B.G) - UsD/vs 123

C. Selisih Pembuluan (A6 - B.7) (23)

USD/VS
1. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka [.B.4. terdin atas:

Bl 5oiiiitnrdtios i hiin sa bErESEihEad i

Bl e [24)

dsk

III. Hasil Pemeriksaan kas

A.  Kas yang diluasai Bendahara Pengeluaran
1. Uang tunai di brankas - UBSDYVE 125
2. Uang di rekening ......... USDIVE [+ 126]
3. Jumlah Kas jA.1+A2) 0 e usnD/vs 127

B. Selisih Kas {LA.6 - IILA.3) |28}

USD/VS

IV. Penjelasan atas selisih kas

Yang Diperiksa, Yang memerilksa,
Bendahara Pengeluaran Kepala Perwakilan f KPA atan
PPK atas nama KPA
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening Bendahara Pengeluaran
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
[(12) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BPF UM [voucher])
(13} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF BFF
(14} : Diisi sejumlah saldo akhir pada kas besi
[(15) : Diisi jumlah antara angka (10) sampai dengan angka (14
[16) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BPF UP
(17} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP LS Bendahara
[(18) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Pajak
[(19) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Lain-lain
[(20) : Diisi sejumlah vang pada kas besi di rekening
(21} : Diisi sejumlah vang atas penggunaan kas besi
[22) : Diisi jumlah antara angka [(16) sampai dengan angka (21}
[23) : Diisi jumlah angka [15) dilurangi anghka (22)
[(24) : Diisi penjelasan/uraian saldo pada Buku Pembantu Lain-lain
[25) : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[26) : Diisi sejumlah vang di rekening
[27) : Diisi jumlah antara angka (25) dan angka (26G)
[28) : Diisi jumlah angka [15) dilurangi anghka (27)
[29) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
[(30) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
(31} : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran
[(32) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran
[(33) : Diisi nama lengkap Kepala Perwakilan fKPA atau PPK atas nama KPA
[34) : Diisi NIP Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
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Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DALAM MATA UANG ......covovnvammnnnsnmanass [ 1]

Pada hari imi,....... (2] tanggal........... (3] bulan.......... ¥ tahun........., |5] kami selaku
Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggamn  telah  melakoakan
pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu Perwakilan BRI [/ Satker Atase Teknis di
.................... {6) dengan nomor rekEminE @ e g e anceeeen - [T [dSE) dengan
posisi saldo Bubkn Kas Umum sebesar ... (B) dan momor bkt terakhir - . (]

Adapun hasil pemeriksann kas sebagai berikouat :

1. Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF)

A. Saldo Kas [yang belum
dipertanggungjawnbkan BFF)

1. Saldo BP Kas Tunai . USDVE {10y
2. Saldo BP Kas Bank .. USD/VE (1B 1]
3. Saldo BP UM |voucher] .. UBD/VE [+ i12)
4. Jumlah [A.1 = A2 + A_3) ... USDJVE 113
B. Saldo Kas tersebut pada hurof A,
terdiri dari
1. Saldo BPUP .. USD/VE [IE]
2. EBaldo BP LS-Bendahara ... USD/VE {15}
3. Saldo BP Pajak .. USD/VE (16§
4. Saldo BP Lain-Lain L USDEVE (4] 117y
5. Jumlah (B.1 + B2+ B3+ B4 . USDVE (1B
C. Belisih Pembukuan (4.4 - B.5) - USDIVE (19
IL Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4. terdiri atas:
S
B sssiinsnsiiiensasssitins sadirbnraaiis [20)
dst
ITL. Hasil Pemeriksaan kas
A. Kas yang dilkua=sai BPP
1. Uang tunai di brankas ... USDJVE (21
2. Uang di rekening ....... .. USDJVE [+ 22y
3. Jumlah Kas [A.1 + A.2) ... USDJVE (23)
B. Selisih Kas (LA4 - II1.A3) 24)
UsDve
V. Penjelasan atas selisih kas
R — BSOS -
e {26)

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantua

Yang memeriksa,
PPK atas nama KPA

Mama ..........
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening BPP
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
[(12) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BPF UM [voucher])
(13} : Diisi jumlah antara angka [(10) sampai dengan angka [12)
(14} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF UP
[(15) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF LS Bendahara
[16) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Pajak
(17} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Lain-lain
[(18) : Diisi jumlah antara angka (14) sampai dengan angka (17
{19) : Diisi jumlah angka [13) dikurangi angka [18)
[(20) : Diisi penjelasan/uraian saldo pada Buku Pembantu Lain-lain
(21} : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[(22) : Diisi sejumlah vang di rekening
[23) : Diisi jumlah antara angka (21} dan angka [22)
[24) : Diisi jumlah angka (13) dikurangi angka (23}
[25) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
[26) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
[27) : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembantu
[28) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu
[29) : Diisi nama lengkap PPK atas nama KPA

[(30) : Diisi NIP PPK atas nama KPA
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D. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA
BENDAHARA PENERIMAAN
DALAM MATA UANG ..coocvvvrnssmsnssssssmsenes |1]

Pada hari imi,....... (2] tomggal........... (3) bulam.......... 4} tahun......... A5 kami selakn Kepala
Perwakilan/Kepala Satker/Pejabat telah melakukan pemeriksasn kas Bendahara Penerimaosn
Perwakilan RI / Satker Atase Teknis di ... {6) dengan nomor rekening ;o
........................................ {7) (dst) dengan posisi salde Buku Kas Umum sebesar .............[B) dan
nomor bukdti terakhir - .. (k]

Adapun hasil pemeriksann kas sebagai berikout :

1 Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara
A.  Saldo Kas Bendahara Penerimaan

1. Baldo BF Kas Tunai .. USDyVE o

2. Baldo BF Kns Bank .- USDyVE 4 (18]

3. Galdo Kas jA.l + AZ) - USDHVE 112
B. Ealdo Kas tersebut pada buruf A, terdiri

dari

1. Saldo BP........ — T 13

2. BaldoBP....... — L 114

3. Saldo BP Lain-Lain - USDIVE 4 I15)
4. Jumlah [B.1 + B.2 + B.3) - UEDy¥VE I16)
C. Selisih Pembukuan (4.3 - B.4) - UBDEWE (1T
1I. Hasil Pemeriksaan Kas
A.  Kas yang dikuasai Bendabhara

1. Uang tunai di brankas .- USDYVE 18]

2. Uang di rekening Bank - USDfVE 4] 119

3. Jumlah Kas [A.1 + A3 .. USDyVS f20)
B. Selisih Kas [[.A.3 - 1LA3) ... UBDYVE  21)

IIL. Penjelasan atas selisih kas

........................................................................................................................ 22y

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilaknkan serah  terima
Bendahara Penerimann. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan kevangan terhitong
sejak hari ini menjodi tanggung jowab bendahara yang menerima.

Demikinn berita acarm ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Yang menyerahkan,
MNama............ (24 Mama........cccu..n {26}
NIP.......... [25) [ || = N— (271

Yang memeriksa,
Kepala Perwakilan/ Kepala Satker fPejabat yvang bertugas
melakukan pemungutan penerimann negara
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening yang menampung PNBP
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
(12) : Diisi jumlah angka (10) dan angka (11}
(13) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNEP
(14) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNBF lain (jika ada)
[(15) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BFP lain-lain
(16) : Diisi jumlah angka {13}, angka [14] dan angka [15]
[17) : Diisi jumlah angka (12) dilkurangi angka (16)
(18) : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[(19) : Diisi sejumlah vang di rekening
[20) : Diisi jumlah antara angka (18] dan angka [19)
[21) : Diisi jumlah angka (12) dilkurangi anghka (20]
[(22) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
[23) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
[(24) : Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan yang menerima tugas
[25) : Diisi NIP Bendahara Penerimaan yang menerima tugas
[26) : Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan yang menyerahkan tugas
[27) : Diisi NIP Bendahara Penerimaan menyerahkan tugas
[28) : Diisi nama lengkap Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan

pPemungutan pencrimaan negara
[(29) : Diisi NIPF Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

PeAcTimaan nNegara
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E. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran

2018, No.1265

HKOP SURAT

BERITA ACARA FEMERIKSAAN HAS DAN SERAH TERIMA
BENDAHARA FPENGELUARAN
DALAM MATA UANG .covvassmusssssassssnsnssans | 1]

Pada hari ini......-[2) tanggal..........[3} bulan..........[ 4] tahon.........(3] kami  selaku  Kepala
Perwakilan {Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran telah
melakukan pemeriksasn kas Bendahara Pengeluaran Perwakilan R | Satker Atase Teknisdi _._......_.._._. [6] dengan

nomeor relEning @ oy s t ceeememremeceene{T) (st} dengen posisi saldo Buku Kas Umum sebesar
cvememreee-|8) dan nomor bukti terakhir ; -]
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagni berikoat :

I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara

A Saldo Kas
1. Saldo BF Kas Tunad weren S0 VS {104
2, Saldo BP Kas Bank «-... USD VS )
3. Saldo BP UM [voucher| wee. UBD VS 13
4. Saldo BP BPP wre USD VS 13
5 Baldo kas Besi . USD/VE  [#) 14
6. Jumlah (A1 =d. AS) «... UBD VS 15

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdin dan
1. Ealdo BF UP «-.. USD VS 16
2. Saldo BP L5-Hendaham wmoe SO VS {17
3. Saldo BP Pajak oo USD VS (1B
4. Saldo BP Lain-Lain «-... USD VS 14
5. Saldo Kas Besi di Rekening wee UBD VS 204
6. Saldo Kas Besi dim Penggunaan «.. USD VS I+ 21)

— Jumlah Bl =d BE .. USD,VE 23
C. Selisith Pembukuan [A.6 - B.T) - UBDIVE 23

Il.  Saldo BP Lain-lain sebagamana angka [.B.4. terdiri atas :

i24)
. Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai Bendahara Pengelwaran
1. Uang tunai di brankas oo USD VS 25
2.  Uang di rekenimg, .......... e UBDPVE [ 26
3. Jumlah Kas [A.1+A.2) wmoe SO VS 27)
B. Selisih Kas [LA.6 - [1.A_3) - USDJVE 2B

IV. Penjelasan atas selisih kas
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahars

Pengeluaran. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjodi
tanggung jawab bendahara yang menermma.

Demikian berita scara ind dibuat untuk digenakan sebagnimana mestinya.
.. 30)

Yang menerima, Yang menyerahkan,

Noma... Moma.........
MIP... NIP....

Yang memeriksa,
Kepala Perwaldlan {KPA atau PPE
atas nama KPA
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Petunjuk Pengisian:

(1)

12

(3)

(4

(=)

(6)

(71

(8}

9

(10)
(11)
12)
(13)
(14}
(13)
(18)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21}
22)
23)
(24)
(23)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
32)
(33}
(34)
(33)
(36)

Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
Diisi hari pada saat pemeriksaan kas

Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas

Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas

Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas

Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis

Diisi nomor sebanyak rekening BP

Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS

Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Tunai

Diisi sejumlah saldo akhir pada BF Kas Bank

Diisi sejumlah saldo akhir pada BPF UM [voucher)

Diisi sejumlah saldo akhir pada BF BPFF

Diisi sejumlah saldo akhir pada kas besi

Diisi jumlah antara angka (10) sampai dengan angka (14)
Diisi sejumlah saldo akhir pada BPF UP

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP LS Bendahara

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Pajak

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Lain-lain

Diisi sejumlah uang pada kas besi di rekening

Diisi sejumlah nang atas penggunaan kas besi

Diisi jumlah antara angka (16) sampai dengan angka (21}
Diisi jumlah angka (15) dikurangi anghka [22)

Diisi penjelasan furaian saldo pada Buku Pembantu Lain-lain

Diisi sejumlah uang tunai di brankas

Diisi sejumlah vang di rekening

Diisi jumlah antara angka (25) dan angka (2G)
Diisi jumlah angka (15) dikurangi anghka [27)

Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani

Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran yang menerima tugas

Diisi NIP Bendahara Pengeluaran yang menerima tugas

Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran yang menyerahkan tugas

Diisi NIP Bendahara Pengeluaran yang menyerahkan tugas

Diisi nama lengkap Kepala Perwakilan /KPA atau PPK atas nama KPA

Diisi NIP Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
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F. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran
Pembantu

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DALAM MATA UANG ....oooremvemssnssessessannai 1]

Pada har imi.....[2) tanggal...... [3) bulan......4) tahone.o§5] kami  selaku Kepala
Perwakilan / Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaman telah melakukan pemeriksaan kas
Bendahara Pengeluaran Perwakilan RI [ Satker Atsse Teknes di ... {f] dengan nomor rekening :

weeeceeeeen|T) [dst] dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar ... . |B] dan
.- 9]
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut -
I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPFY

A.  Baldo Kas [yang belum
dipertanggungjawabkan BPF|

1. Saldo BP Kas Tunai .. USDy¥S (10f
2.  Saldo BP Kas Bank -.. USDyVE (11p
d. Saldo BP UM fvoucher| .. UBDYVS 1#] (12
4.  Jumlah (A1 + A2 + A3} .. USDYVE |13)
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1. Salde BP UP -.. USDyVE |14}
2.  Saldo BP L5-Bendaham .. USDYVE (15}
3. Salde BP Pajak .. USDYVE |16}
4. Saldo BP Lain-Lain .. USDyVS %] 1N)]
5 Jumlah (B.1 +B2+B3 s+ B4 -.. USDyVE (1B}
C. Selisih Pembukwan A 4-B5 USD/VE (19
1L Saldo BF Lain-lain sebagnimana angka B 4. terdiri atas:
dst.
TIL. Haszil Pemeriksann kas
A.  Kas yang dikuasai BPP
1. Uang tunaidi brankas -.. USDyVE 121}
2. Uang di rekening ....... -.. USDyVE %] 122§
3.  Jumlah Kas [A.1 + A.2) .. USDYVE 123)
B. SelishEKasflA+-MAX® USD/VE [24)
V. Penjelasan atas selisih kas

— - [25)

Berdasarkan hasil pemeriksanon tersebut, pada hari ini telah dilalukan serah terima Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan kenangan terhitung sejak hari i
menjadi tanggung jewab bendahara yang menerima.

Demikian berita acara i dibuat untuk dignnakan sebagaimana mestinya.

[T, .

Yang menerima, Yang menyverahkan,

MNama ... e 2T MNama ...
MIP... . MIP..

¥ang memeriksa,
Kepala Perwakilan / PPK atas
nama KPA

Nama..................[31)
MP............[3%
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening BPP
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
[(12) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP UM [voucher])
(13} : Diisi jumlah antara angka [(10) sampai dengan angka [12)
(14} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF UP
[(15) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF LS Bendahara
[16) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Pajak
(17} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Lain-lain
[(18) : Diisi jumlah antara angka (14) sampai dengan angka [17)
{19) : Diisi jumlah angka [13) dikurangi angka [18]
[(20) : Diisi penjelasan/uraian saldo pada Buku Pembantu Lain-lain
(21} : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[(22) : Diisi sejumlah vang di rekening
[23) : Diisi jumlah antara angka (21) dan angka (23]
[24) : Diisi jumlah angka (13} dikurangi angka (23)
[25) : Diisi penjelasan apahila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
[26) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
[27) : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerima
tugas
[(28) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerima tugas
[(29) : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembantu yvang menyerahkan
tugas
[(30) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyerahkan tugas
(31} : Diisi nama lengkap Kepala Perwakilan /PPK atas nama KPA
[32) : Diisi NIP Kepala Perwakilan /PPK atas nama KPA
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III. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HKAS DAN REKONSILIASI

A. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan

BERITA ACARA PEMERIKSEAAN HAS DAN REEKONSILIASI
BENDAHARA PENERIMAAN
DALAM MATA UANG ..oommsmmmmamsanssassnsans| 1]

Padn hari ini,......[2] tanggal....._ . 3] bulan.....4 fehuen.o... (5] kami selaku Kepala
Perwakilan Kepala Satker (Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negama telah melakukan
pemeriksann kas Bendaharn Penerimaan Perwalkilan Rl § Satker Atase Teknis di .. |6) dengan nomor
relening : ceeeeresceemaa( T) [d58) dengan posisi sakdo Bul Kas Umum sebesar ... |E]
dan nomar bukti terakhir - ... [

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berilaat :

I.  Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A Saldo Kas
1. Saldo BP Kas Tunai ... USDJVS 1)
2. Saldo BP Kas Bank .. USDIWE  [+] [11)
3. Jumlah (A1 + A3y ... USDyVS [12)
B. Saldo Kas tersebut pada huref A, terdin dari
1. SaldoBP..... ... USDyW3 [13)
2 SakdoBP..... ... USDyVS [14)
3. Saldo BP Lain-Lain .. USDJWE 4] [15)
4.  Jumlah (B.]1 + B.2 + B.3) .. USD{W3 [16)
C. Belisih Pembulosan (A.3 - B.4) e UBDYVE [17)

II.  Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai Bendaohara Penerimann

1. Uang tumai di brankas Bendahara ... USDWE [18)
2. Uang di rekening ......... - USDIYWE |+ [19)
3. Jumlah Kas (A1 + A3y ... USDYVE 20§
B. Belisih Kas [l A3 -0.A3) e UBIWE [21)
. Hasil Rekonsiliasi [nternal {Bendahara dengon UAKPA) -
A Pembukuan Menurit Bendahara:
1. Penerimaan yang Telah Disetorkan .. USD{WE [23)
2. Penerimaan yang Behum Disetorkan . USD/VE 4 23)
3. Jumlah Penerimaan (Al - AZ) e USIDYVE 24
B Pembukuan Menurit UAKPA e UBDVE 25
C  Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) .. UBDJVE  [36)
IV. Penjelasan atas selisih
A Belisih Kas ([1E)
B Selisih Pembukuan [I1.C)
-..|2B]
Yang diperiksa, Yang memerilsa
Bendahara Penerimaan Kepala Perwakilan /Kepala
Batker Pejabat yang bertugns
melakukan pemungutan penerimann
negar
Nama.... Nama..

NIP. NIP...
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Petunjuk Pengisian:
1y : Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Setempat
= T Diisi hari pada saat pemeriksaan kas
3 : Diisi tangegal pada saat pemeriksaan kas
[4) = Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas
(3 : Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas
&) = Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RIfSatker Atase Teknis
7y : Diisi nomor sebanyak rekening yang menampung PNBP
8y : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USDJVS
[9) : Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir
(10} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas tunai
(11} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank
(12) : Diisi jumlah angka (10) dan angka (11}
(13) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNEP
(14} : Diisi sejumlah saldo akhir pada BF PNBP lain (jika ada)
[(15) : Diisi sejumlah saldo akhir pada BFP lain-lain
[16) : Diisi jumlah angka (13}, angka (14 dan angka (13
[17) : Diisi jumlah angka (12) dilkurangi angka (16)
(18) : Diisi sejumlah vang tunai di brankas
[(19) : Diisi sejumlah vang di rekening
[20) : Diisi jumlah antara angka (18] dan angka [19)
(21) : Diisi jumlah angka [12) dilurangi anghka (20)
[22) : Diisi sejumlah vang penerimaan negara yang telah disetorkan
[23) : Diisi sejumlah uang penerimaan negara yang belum disetorkan
[24) : Diisi jumlah angka (22) dikurangi angka (23]
[25) : Diisi sejumlah saldo akhir menurut UAKPA
(26) : Diisi jumlah angka (12) dikurangi anghka [21]
[27) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas pada angka (21)
[28) : Diisi penjelasan apahila selisih pembukuan pada angka (26)
[29) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
[30) : Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan
(31} : Diisi NIP Bendahara Penerimaan
[(32) : Diisi nama lengkap Kepala Perwakilan/Kepala Satker/Pejabat yang

bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara
[33) : Diisi NIP Kepala Perwakilan/Kepala Satker/Pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara
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B. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
BERITA ACARA FEMERIESAAN KAS DAN REKONSILIASI
BENDAHARA PENGELUARAN
DALAM MATA UANG ..ocovveereerevenensesrmene] 1]

Pada hari ini,.......[2] tanggal.. .3} bulan....._ 4] tahuno..... (5 kami selaku Kepala
Perwakilan /KPA /PPK atas nama KPA telah melakukan pemerlluna.n kas Bendahara Pengeluaran Perwakilan BRI f
Satker Atmse Teknis di ... |6} dengan nomor rekening : sisig SHEiSH R T fdst]
dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar ... |B] dan nomar In.lkl:l. I::rakhl.r - |'9b

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berilost :

I.  Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A Saldo Kas
1. 3Saldo BP Kas Tunai - USIYWS |1y
2. Saldo BP Kas Bank - USDYWE 11y
3. Saldo BP UM jvoucher) - USDYWE 112)
4. Saldo BF BFPF - USDYWS (13)
5  Saldo kas Besi .. USDYWS I+ |14}
6. Jumlah [A.]1 s.d. A5} - USDYWE |15)
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1. Saldo BP UP - USDYWE |16}
2.  Saldo BP LE-Bendahara - USDYWE 117}
3. Saldo BP Pajak - USDYWS |1B)
4. Saldo BP Lain-Lain - USDYWS (19)
5. Saldo Kas Besi di Rekening - USIYWE |20)
6. Saldo Kas Besi dim Penggunaan .. USDYWS | I21)
7. Jumlah [B.1 s.d. B.&) - USDYWS 122)
C. Belisih Pembukuan (A6 - B.T) ... USDyYVE |123)
Il. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka [.B. 4. terdin atas :
24
1l. Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran
1. Uang tunai di brankas - USIYWS I25)
2. Uang di rekening ... ... USDYYE * |26]
3. Jumlah Eas A1+ AZ) - USDyWE 127}
B. Selisth Kas [ILAG - [ILA.3) ... USDYVE |2B)
I¥. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :
A Pembukuan UP Menurut Bendahara:
1. Salde UP .. USDYWE 129)
2. Kuitansi UP yang behum di-SP20-kan .. USDWE I+ (30
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+AZ) .- USDYVE 131]
B Pembukuan UPF menurut UAKPA .- USDYVE 132)
C  Belisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (IILA3 - B) ... USD{VE 133)
V. Penjelasan atas selisih
A Selisih Kas ([11.Hj
B Belisih P:mhukuu.n U I E‘l
SO
Yang diperiksa, 'I'u.ng memeriksa
Bendahara Pengeluaran Eepala Perwakilan fKPA atau PPE atas
nama KPA
Mama.................. 37 Mama.... -
HIE (521 MIP........ L]

www.peraturan.go.id
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Petunjuk Pengisian:

(1)
2)

3

@)

(5)

6)

(7)

(8)

@)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(3s)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Diisi mata uang dalam USD atau Valuta Sctempat

Diisi hari pada saat pemeriksaan kas

Diisi tanggal pada saat pemeriksaan kas

Diisi bulan pada saat pemeriksaan kas

Diisi tahun pada saat pemeriksaan kas

Diisi nama negara tempat Satker Perwakilan RI/Satker Atase Teknis
Diisi nomor sebanyak rekening BP

Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Kas Umum dalam satuan USD/VS
Diisi nomor bukti pemeriksaan kas terakhir

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Tunai

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Kas Bank

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP UM (voucher)

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP BPP

Diisi sejumlah saldo akhir pada kas besi

Diisi jumlah antara angka (10) sampai dengan angka (14)

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP UP

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP LS Bendahara

Diisi scjumlah saldo akhir pada BP Pajak

Diisi sejumlah saldo akhir pada BP Lain-lain

Diisi sejumlah uang pada kas besi di rekening

Diisi scjumlah uang atas penggunaan kas besi

Diisi jumlah antara angka (16) sampai dengan angka (21)

Diisi jumlah angka (15) dikurangi angka (22)

Diisi penjelasan /uraian saldo pada Buku Pembantu Lain-lain
Diisi sejumlah uang tunai di brankas

Diisi scjumlah uang di rekening

Diisi jumlah antara angka (25) dan angka (26)

Diisi jumlah angka (15) dikurangi angka (27)

Diisi scjumlah saldo akhir UP menurut pembukuan bendahara
Diisi scjumlah uang atas kuitansi UP yang belum di SP2D kan
Diisi jumlah angka (29) dan angka (30)

Diisi sejumlah saldo akhir UP menurut UAKPA

Diisi jumlah angka (27) dikurangi angka (32)

Diisi penjelasan apabila terdapat sclisih kas pada angka (28)

Diisi penjelasan apabila sclisih pembukuan pada angka (33)

Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun BAPK ditandatangani
Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran

Diisi NIP Bendahara Pengeluaran

Diisi nama lengkap Kepala Perwakilan /KPA atau PPK atas nama KPA
Diisi NIP Kepala Perwakilan/KPA atau PPK atas nama KPA
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IV. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

2018, No.1265

A. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Format 1
Form LPJ | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN | Tonum Angaaran
Penerimaan DRALABA BAATA UANG ... ... 20xx
Blulan r—— {11
Kemerierian/Lostaga : [.....] b
Link Organisasi | i f@
Wegara | 1 LT
Eafuan Kerja N | ¥ m
Alamal dar Telp L,
Tahun Anggaran L
KFPH HE | i P
L Headsan Pembukuen balan pelaparan dengan saldo akhlr pada BHU sebesar (0] (dalsn USDVE] dan Nomor Bt terakhir
(T O | | |
Saldo Awal F P a ‘Balda Akhir
e denis Bui ¥ UsDive Us0na Us0naE UsoaE
T [z AE] [T i) [
A.|BF Kas A1 + ......... + AR
1. BF Kas Tunai
2. BF Kas Bank
E.|Buku Pembantu (81 +__+8.5
1. BP
2. B8P
1. eP
4 dst
3. EF Lain-lain
. Keadaan Kas pada akhir bulan pelagoran {cakam LUSDAVE)
1. Uang Tural di Brankas MSDAE) 7
2  Uang di rekening bank {isdampir Dafar Rinclan ks o Rekening USDWE{H (5[]
3. Jumiah Has MEsSDAE] 1=
i, Salisih Kas
1. Eaido Akhir BP Has (1LA.1) MUESDAE]) 2}
2. JumiahKas (1L3] (UEDVE( 1)
3. SelsihKas MUESDAE]) ZZ)
I'¥. Ealdo Uasng yang Buwdah Menjadl Hak Hegama
1. Bakio Awal (SDVVE) =3
2. Penermaan yang sudah merjadi hak negara bulan i (USDWE{H] 24}
3. jumiah Penerimaan Hegara MEsSDAE] [Fea]]
% Beloran alas pererimasn yang sudah meniad hak regara bukae ini (UEDVE( ]|
3. Baldo Akhir [USDWE) [Fay]
¥W. Hasll Rekoasiliasl Intemal dengan UAKPS
1. Penyeforan meruarul Fembuiosan Bendaham MUESDAE) [F-1]
2. Penyeforan merarul LAKPA [Sesual bokl setor) UEDWE(- ==
3. Selsh MSDAE] 3
¥l. Penjelasan sellsih kas dan/atau selisih pembukuan {apabila ada) :
1
z 31
Mengetatul
Kepala SatkenPejabat yang b=rugas medakukan
pEmUNgUian pEnerimaan negara a3
Berdahara Penarimaan
..... .. (33}
HIF. ... T 11 (33
MP. ... (B}
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Petunjuk Pengisian:

(1) : Diisi bulan pelaporan

(2) : Diisi kode dan nama Kementerian

(3) : Diisi kode dan nama unit organisasi

{4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten /kota

(5) : Diisi kode dan nama satuan kerja

(6) : Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja

(T : Diisi tahun anggaran berkenaan

(B) : Diisi kode dan nama KPPN

(k2] : Diisi jumlah saldo akhir BEU pada bulan pelaporan

(10) : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU

(11) : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang mermupakan saldo akhir
bulan lalu

(12) : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada

masing-masing buku
(13) : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada
masing-masing buku
(14) : Diisi jumlah saldo akhir (kolom (13) ditambah kolom [14) dikurangi
kolom [15) masing-masing buku
(13) : Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Penerimaan pada
akhir bulan pelaporan
(16) : Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Penerimaan di bank
pada akhir bulan pelaporan

(17} : Diisi penjumlahan nomor (11) dan [12)

(18) : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(19) : Dhisi jumlah vwang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara
Penerimaan

(20) : Diisi selisih antara nomor (14) dan (15)

(21) : Diisi saldo awal uang yvang sudah menjadi hak negara bulan lalu

(22) : Diisi total penerimaan yang sudah menjadi hak negara pada bulan
berkenaan

(23) : Diisi penjumlahan nomor (17) dan (18)

(24) : Diisi penyetoran uang vang sudah menjadi hak negara ke kas negara

(25) : Diisi selisih antara nomor (19) dan (20)

(26) : Diisi jumlah penerimaan yang telah disetorkan pada bulan

berkenaan

(27) : Diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA

(28) : Diisi selisih antara nomor (22) dan (23)

(29) : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih
pembukuan
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(31)
(32)

i33)

(34)
(33)

99. 2018, No.1265

: Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani
: Diisi penjelasan selesih kas atau selisih pembukuan jika ada
: Diisi mama lengkap Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaan Negara

: Diisi NIP Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan

PCmMUNEUtan pencrimasn Negara

: Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan

: Diisi NIPF Bendahara Penerimaan
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Format Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Mengetahus,
Kepala Perwakilan / Kepala Satker/Pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimasn negara,

.. (36)
.{37)

REKAPITULASI
Form LRJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN P
Pengeluaran BENDAHARA PENERIMAAN —
Bulan: ................. (1)
Kementerian /Lembaga fii..
Unit Organisas: f.-
Negara o
Satuan Kerja G
Alamat dan Telp
Tahun Anggaran
KPPN A
1  Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan Dalam UED
1. Uang Tunai di Brankas UsD )
2. Uang di Rekening Bank USD (11) “
3. Jumlah kas USDn3)
i Selisih Kas Dalam USD
1.SaldoAkhir e UsD 13)
2. Jumlah Kas —vsonmn H
3. Selisih Kas .. USD(19)
m  sSaldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara Dﬂl‘m
1. Saldo Awal L‘SD [#31] N \: 22)
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara tggg;‘ ® ,‘.g :;:: =:"
3. Penerimaan dalam VS yang sudah dikonversikeUSD "
4. Jumlah Penerimaan Negara - -Im
5. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak pegara - USD (28) ¢-)
6. Saldo Akhir p— 13 T
IV Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA Dalam USD
1. Penyetoran menurut pembukuan bendahars UsD g;t
2. Penyetoran menurut UAKPA (sesuai bukti setor) UsD H
3. Selisih T
IV  Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukuan (Apabila ada)
s 3 £
2.
.......................... 133)

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi bulan pelaporan

(2) Diisi kode dan nama Kementerian

(3) Diisi kode dan nama unit organisasi

(4) Diisi nama negara

(3) Diisi kode dan nama satuan kerja

(6) Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
(7) Diisi tahun anggaran

(8) Diisi kode dan nama KPPN

(9) Diisi jumlah uang tunai di brankas

(10) Diisi jumlah uang tunai di brankas

(11) Diisi jumlah uang pada reckening di bank
(12) Diisi jumlah uang pada rekening di bank
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{13) : Diisi jumlah kolom (9) ditambah kolom (11)

(14} : Diisi jumlah kolom [10) ditambah kolom |12)

(15) : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan USD

(16) : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan uang
sctempat

(17} : Diisi jumlah wang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan
UsD

(18) : Diisi jumlah wang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan
mata uang setempat

(19} : Diisi selisih antara kolom {15) dan kolom (17)

[20) : Diisi selisih antara kolom (16) dan kolom (18)

(21} : Diisi saldo awal penerimaan dalam satuan USD

[22) : Diisi saldo awal penerimaan dalam satuan mata uwang setempat

[(23) : Diisi jumlah penerimaan yang sudah menjadi hak negara dalam satuan
uUsD

[(24) : Diisi jumlah penerimaan yang sudah menjadi hak negara dalam satuan
mata uwang sctempat

[25) Diisi jumlah penerimaan dalam mata unang setempat yang sudah dikonversi

ke dalam USD dalam satuan USD
[26) Diisi jumlah penerimaan dalam mata uang setempat yang sudah dikonversi

ke dalam USD dalam satuan mata uang setempat

[27) : Diisi jumlah kolom [21) ditambah kolom (23] dan kolom (25)

[(28) : Diisi jumlah setoran PNBF ke kas negara

[29) : Diisi jumlah kolom [27) dikurangi kolom (28)

[30) : Diisi jumlah kolom (22) ditambah kolom [24) dikurangi kolom (26}

(31} : Diisi jumlah penyetoran PNBFP ke kas negara menurit pembukuan
bendahara

[(32) : Diisi jumlah penyetoran PNBFP ke kas negara menurut pembukuan UAKPA

[33) : Diisi selisih antara kolom (31) dan kolom (32)

[34) : Diisi penjelasan apahbila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

[35) : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

[36) : Diisi nama lengkap Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan

PEMUNZUtaAN penerimaan Negara

[37) : Diisi NIPF Kepala Satker/Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara

[38) : Diisi nama lengkap Bendahara Penerimaan

[39) : Diisi NIP Bendahara Penerimaan
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awaban Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang USD

Format 1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN | Tanun Anggarsn
P::m-l LFY D LAR BAATA LAMG LSO
skaren " 20xx

Hemenemanlemmaga ] ) 23

Unit Organisas 1 " @

Hecan ] ) 43

Safuankena ] - 1]

Alamal dan Teip T m

Ho. Erw s & Kew enangan ] )

Dikumen ] ) 1.0

Homiar Dokumen T

Tﬂ'ﬂ;ﬂ Ddasmen b {10

Tahun Angganmn - 14

HFPH 1 T

L Pe bulan pedap dengan saldo akhir pada BHU sebesar . _{13) (dalam USDH dan Nomor Bukt terakhir Komnor -

I
Baldo Aw al Penam bahan Pengurangan ‘Saldo Akhir
Ho Jenls Buku Pembaniu U?I:I U?I:I l.I'B-I:I l.I'S-I:I
T [ [E L) L3
[ [eFraz (a1 = . T A%
1 as Tunal
2. BF Eas Bank

3. BP Uang Muka [¥oucher)
4. BF BFF [Bend. Pengel. Pembanis)
0. BP Kas Bas

[E [BURL FemBantu BT o T B0

TErOe T

2. BP LS-Bendahara

3. BF Pajak

4. BP Lain-lain

3. BP Kas Besl di Aekening

0. BP Kas Besl dim Penggunaan

*} jumnizh pengurangan sudah emasuk kukansi UP vy belum d-5PLGLHan sebesar (13
IL  Headaan Kas pada akhir bulan petaporan [dalam WsD]
Uang Tunal di branias [UsD) -
2 Uang di rskening bank fefampr Daftar Rincian K 6 Rekening) [USD) i) 1T
T Jomian Fas TOETH 18
m Sedsih Kas
Ealdo Akhir BP Kas LA 1 i
2. Jumilah Kas (L3 ]
3. Gelish Kas [UBD) 3]
V. Has#l RekonsSlas! intemnal dengan UAKFA
1. Ealda UP =
Z. Huftansl UP (R = 1]
3. Jumian UP 24
4. Baldo UP menundt LIAKPA =
3. Belish Pembulusan LP 28

VL Perjelasan sebslh kas daniatau selisih pembukuan {apabia adaj :
1

2

Mbe=ngelahu
PPH alas rama KFA

0

Berdahara Pesgeuaan

37}
NIF 138
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Petunjuk Pengisian:
1) :Diisi bulan pelaporan
2) :Diisi kode dan nama departemen
(3) :Diisi kode dan nama unit organisasi
(4 :Diisi kode dan nama provinsif kabupaten/ kota
13) :Diisi kode dan nama satuan kerja
(8] :Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
17 : Diisi nomor Karwas dan Kewenangan
(8) : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan
19) : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

{10 : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan

{11) :Diisi tahun anggaran berkenaan

112) : Diisi kode dan nama KPPN

113) : Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

114 : Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU

{15) :Diisi nomor urut baris

|16) : Diisi jenis Buku Pembantu

117) :Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir
bulan laha

118) :Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

119 :Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

{200  :Diisi jumlah saldo akhir (kolom (17) ditambah kolom (18] dikurangi kolom
{19) masing-masing buku

{21) :Diisi jumlah knitansi UP yg belum di-SPM-GU-kan

122) :Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir
bulan pelaporan

123) : Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di bank pada
akhir bulan pelaporan

124 : Diisi penjumlahan nomor (30) dan (31)

23] :Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(26) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening Bendahara
Pengeluaran

(27) : Diisi selisih antara nomor (33) dan (34)

(28 :Diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan

(29) :Diisi jumlah kuitansi UP yang belum diterbitkan SP2D pada bulan
berkenaan

(309 : Diisi penjumlahan nomor [(36) dan [37)

{31) :Diisi saldo UP menurut UAKPA
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(32) : Diisi selisih antara nomor (28] dan (39)

(33 : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

|34 :Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

133) :Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa
Pengguna Anggaran

|36) :Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna
Anggaran

137) :Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran

{38) :Diisi NIF Bendahara Pengeluaran
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C. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang

Setempat Ekuivalen USD
Format 1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWAEAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun Anggaran
Fzzrg:lb;;lq DALAM MATA LUANG SETEMPAT skubaien ke LUSD 20“
Buian {1
Kemertertanemtaga feend "
Linft Drpanisas: [ T m
Hegam Eeed "W
Eatuan Kerja (- i
Atarrat dan Teip "
Mo. Erws & Kew enangan ©  i....) S m
Dokamen (- T
Homor Doissmen ) [5:1]
Tanggai Dckumen T
Tahun Anggaran " 1
[ [ T um
L Headaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhie pada BHU sebesar —.._[13] {datam VS eaulvaden USTH dan Nomor Bukl
teraknir Nomor: _............ {14
o, PR ‘Sabdo Aw al Feram banan Fengurangan Sakdo Akhir
vi | uso ve | uso vs | uso va | uso
™ T 154] 1] TIE Fid

A. |BP K (A1 & _

1. BF Has Tunal

2. BF Has Bank

3. BF Uang kula [Voucher

4. BF BPF (Bend. Pengel Pambanis)
3. BF Has Bes

E. |Bulu Pembaniu 8.1+ __._+B3

1.BF UP "

2. BF LE-Bendabam

3. BF Pajak

4_ BF Lain-&in

5. BF Has Besl di Rekening

6. BF Has Besl dim Penggunaan

*| jumizh pengurangan sudah temasuk kultans! UP yg bejum d-5P4-GLUkn sebesar =1

. Headaan Kas pada akhirbuian pelaporan | dalamm VB |elursalen dafam LISDH
1. Uang Turei di Brankas s LSO
2 Uang dinskening bank (eramp Daftar Rincian Kas o Rekening) 45 [+) (LESDI} [+
3. Jumiizh Kas {LESDO|

o SellsE Kas usD
. Saido Akhir BF Kas (LA 1 (LESDI
2. Jumilah Kas (11.3] LSO -]
3. Selish Kas {LESDO|

. Hasll Rekoresllzs Internal dengan UAKPA fLs0]
1. Saldo UF {LESDO|
2 Kutansl P fLESDIH ()
3 Jumiah UP (=]
4 Saldo UP menurut UARFA {LESDI {-)
5. Selish Pembukuan UF iusD

V1. Penjzlasan sellsih kas dandatag selisih pembukuan (apabia #da) ©

1
2

Wergetahul

PFH atas nama KPA

33

34 HIP

Blaraiahirg Pengsluin,

Ty
35

ki)

2
-]
(30
{3ty
32

fices)
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Petunjuk Pengisian:
1) :Diisi bulan pelaporan
2 :Diisi kode dan nama departemen
3 :Diisi kode dan nama unit organisasi
) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten fkota
15) :Diisi kode dan nama satuan kerja
[15]] :Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
7 :Diisi nomor Karwas dan Kewenangan
8) :Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan
9) :Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

{10 :Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan

(11) :Diisi tahun anggaran berkenaan

(12 :Diisi kode dan nama KPPN

13) :Diisi jumlah saldo akhir BEU pada bulan pelaporan

14 :Diisi nomor pembukuan terakhir pada BKU

15) :Diisi nomor urut baris

(16) :Diisi jenis Buku Pembantu

17) :Diisi saldo awal masing-masing bulku, yang merupakan saldo akhir
bulan laha

(18 :Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

19 :Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

209 :Diisi jumlah saldo akhir (kolom (17) ditambah kolom (18] dikurangi kolom
(19) masing-masing buku

(21)  :Diisi jumlah knitansi UP yvg belum di-S8PM-GU-kan

22 :Diisi jumlah uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir
bulan pelaporan

23] :Diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di bank pada
akhir bulan pelaporan

24 :Diisi penjumlahan nomor (30) dan [31)

25) :Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(26) :Diisi jumlah uang tunai di brankas dan nang di rekening Bendahara
Pengeluaran

27) :Diisi selisih antara nomor (33) dan (34

(28) :Diisi saldo UP pada BPF UP bulan berkenaan

(29 :Diisi jumlah kuitansi UP yang belum diterbitkan SP2D pada bulan
berkenaan

(309 :Diisi penjumlahan nomor (36) dan [37)

31) :Diisi saldo UP menurut UAKFPA
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(28]
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:Diisi selisih antara nomor (28] dan (39)
:Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
:Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

:Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa

Pengguna Anggaran

:Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna

Anggaran

:Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran
:Diisi NIP Bendahara Pengeluaran
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Format Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Farm LPJ
Pengeluaran

REKAFPITULASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA PENGELUARAN
2 V1T —— | |

Tahun
Anggaran
20XX

Kementerian Lembaga
Umit Organisasi
Negara

Satuan Kerja
Alamat dan Telp
No. 3K PPK

No. BK Bendahara
Dokumen

No. Dokumen
Tahun Anggaran
EPPN

3. Jumlah kas
o Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas [USDY
2. Saldo Akhir BF Kas (VS equivalen dalam USD)

1 Headaan Has Pada Akhir Bulan Pelaporan
1. Uang Tunai di Brankas (US0§
2. Uang Tunai di Brankas [¥3 equivalen dalam US|
3. Uang di Rekening Bank [USD)

4. Ua.nsd:i R:keniEE Hank (VS E’m]:n dalam USDH

Tanggal Dokumen:.... {13)

- USD (18]

.. USD (17)
.. USD 18]
LUsDqie (4

eemececeee. S f21)
eereeee. SO ) [+

3. Jumlah Kas {L'SD)

Jumlah Saldo Akhir BP Kas

4. Jumlah Kas (V5 eguivalen dalam USD)

....USD j24)
. USD j2d) =}

Jumlash total kas

e

. USD jz3)

6. Selizih Kas

1. Baldo UP (USLY
3. Kuitansi UP [USL)

Jumlah UP

2. Saldo UP (V3 equivalen dalam USDj

4. Kuitansi UP |‘|.’S Eu:’r\-.ﬂen dalam USH

5. Baldo UP menurut UAKPA [US0Y
6. Saldo UP menurut UAKPA (VS eguivalen dalam USTH

m  Hasil Rekonsiliasi Internal dengan TAEPA

...USD (28)
UED f28)

USD (30

. USD (31} [}

... 1SD (33)
IS0 j34) (4}

Selizih Pembulouan UP

1

Mengetahui,

NIP ..

139}
{40y

Kepala Peromkilan f KPA/FPPK atas noma KPA,

Jumlah Saldo UP menurut UAKPA

... USD {28 -
.- U F]

.. USD jaz)

. USDjas) |

v Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukuan [Apabila ada)

. |3B)

Bendahara Pengeluaran,

_US0 (28)

41
. (42)

Petunjuk Pengisian:
y -
2y
3 =
4
57 B
s -
I

Diisi bulan pelaporan

Diisi nama negara

Diisi kode dan nama Kementerian

Diisi kode dan nama unit organisasi

Diisi kode dan nama satuan kerja

Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja

Diisi nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
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(8) i Diisi tangegal SK Pengangkatan PPK
[9) i Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran
(roy - Diisi tanggal SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran
(11} = Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yvang ditatausahakan
(12} - Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan
(13} : Diisi tanggal dokumen anggaran yang ditatausahakan
[14) Diisi tahun anggaran
[15) Diisi kode dan nama KPPN
[16) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dalam satuan USD pada akhir bulan
peclaporan
(17} Diisi jumlah uang tunai di brankas dalam satuan USD senilai equivalen

mata uang setempat pada akhir bulan pelaporan

(18) : Diisi jumlah uang pada rekening di bank dalam satuan USD pada akhir
bulan pelaporan
(19} Diisi jumlah uwang pada rekening di bank dalam satuan USD senilai

equivalen mata uang sctempat pada akhir bulan pelaporan

[(20) Diisi jumlah saldo akhir kolom (1) s.d. kolom [4)
(21} = Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan USD
(22) Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan USD

senilai equivalen mata uang setempat

[23) : Diisi jumlah kolom (6) s.d. kolom {7)

(24) = Diisi jumlah uwang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan
usD

25) Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan

USD senilai equivalen mata uang setempat

[26) : Diisi jumlah kolom (9) s.d. kolom (10)

(27) Dviisi selisih antara kolom (8) dan kolom (11)

(28) Diisi jumlah saldo UP dalam satuan USD

[(29) Diisi jumlah saldo UP dalam satuan USD senilai equivalen mata uang
sctempat

(30} Diisi jumlah belanja UP berdasarkan kuitansi dalam satuan USD

(31} = Diisi jumlah belanja UP berdasarkan kuitansi dalam satuan USD senilai

equivalen mata uang setempat

[32) : Ddisi jumlah kolom (13) s.d. kolom [16)
[(33) Diisi jumlah saldo UP menurit UAKPA dalam satuan USD
[(34) - Diisi jumlah saldo UP menurut UAKPA dalam satuan USD senilai equivalen

mata uang sctempat

[35) = Ddiisi jumlah kolom (18] s.d. kolom [19)
[36) - Diisi selisih antara kolom [17) dan kolom [20)
[37) : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
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[(38) - Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani
[(39) Diisi nama lengkap PPK atas nama KFPA
[40) = Diisi NIP PPK atas nama KPA
(41} Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran
(42) - Diisi NIP Bendahara Pengeluaran
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D. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Mata
Uang USD

Format 1
F LPJ LAPORAM PERTANGGUNGJAWAEBAN EENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Tahun Anggaran
arm
DALAM MATA UANG USD
BPP 20xx
Bulan - .. ... {1}
1 [
=
1 [~-]
L]
i -
=
1 (L]
[
Almrisd dan Teip i
Mo 5K PR [ i o Targgsl SK e
.
Mo, SK BER [ ] - Targgsl SK 10
=
Momer Plakaning Goed o1
[
PFimrrm Flebsrig [ J
=
Mare Bark - [R5] -
ot Dprsstopaan P " o Targgsl Persstaus 1
L]
Dokuman [ i e
. -
Piormeor Dokamen - T Tanggsl Dukuman LH
=
Tabun Anggmsn [ i e
[
PPN [ 1 (o]
L Kaadaar Pemtusunr bulen . ma i sichir pads BRL sabaaar __(21] |dein U dan Mamor Buld erakhir Momor_ (230
Sakic Am ol Fesam Eahan Pasgurasgan Saldo Akhir
W Jemin Buku
uso uso (241 s
Fi Fi) = e ki) v 1]
A JBP Kem AT+ . +A&%] | . e
1. BP Kax Tunsi
2. B Kas Bank
3. BP Uang Muks [Vouchar)
8. |Buks Fambssée @1+ __.+848 | ...
(N -0 -1
[CTERTTY
Ealuria W&
Pangembsinn Sas LS
2 BP LES-Bandshors
Pembaymran aiss LS Bandshar
Ssintmn mtan L5 Barcshars
3 B Pk
4 B Loir-imin
*} juminh perguUrsngan mudah iermak Guitene UF yg belum di-SP8-GU-kan sebesr @n|
N.  Headsan Kas peds skhir bulss pslsgores idwlam USD
1 Utmng Tunsd & brankss usn
2 Uang o rekening bank jiedsmer Cafter Mncmn Kas S Sekenng AISD ()
3. Juminh Kax SO [2-d
ui.  Salisih Kas
1 Smidc Akhr BS Kas (1A 1
o Jumish Kam (L3
5 Smimh Kax
Pe. Hamil Mskonaibasi Iriemal Sangan UAKPA
2 Hufsnmi UR
3. Jumish LV 38
4 Ealdn UF menurn LIAKPA -
3 Salisih Pambuluan UP =0
W1 Fanjsiasan salinih kas nalinsh medim]
1
2 (L RN
4z
Pergetahul
PPH aixs nama KPA Bafpiihara Pengeiusran Pembaniy
(43} (44}
HIF 43} L |55
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Petunjuk Pengisian:
1) : Diisi bulan pelaporan
2] : Diisi kode dan nama Kementerian
13) : Diisi kode dan nama unit organisasi
14 : Diisi kode dan nama negara
15 : Diisi kode dan nama satuan kerja
16) : Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
7 : Diisi nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
18] : Diisi tanggal SK Pengangkatan FPK
19 : Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF)

{10y : Diisi tanggal SK Pengangkatan BPP

{11} : Diisi nomor rekening BPP Kolom 4 : Diisi nama rekening BPP

{12} : Diisi kode bank pusat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

{13} : Diisi nama bank tempat rekening BPFP

{14} : Diisi nomor surat persectujuan pembukaan rekening oleh Kuasa BUN [KPPN)

{13} : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan pembukaan rekening
oleh Kuasa BUN (KFPFPN)

(16} : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yvang ditatausahakan

{17} : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

(18] : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yvang ditatausahakan

{19} : Diisi tahun anggaran berkenaan

(20} : Diisi kode dan nama KPPN

{21} : Diisi jumlah saldo akhir BEU pada bulan pelaporan

122) : Diisi nomor bukti terakhir pada BKU

|23} : Diisi nomor urut baris

24} : Diisi jenis Buku Pembantu

(23} : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan
lalu

(26) : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

27) : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

[28) : Diisi jumlah saldo akhir (kolom (25) ditambah kolom (26) dikurangi kolom
[(27) masing-masing buku

(29} : Diisi jumlah kuitansi UP yvang belum di-SPM-GU-kan

(30) : Diisi jumlah wang tunai di brankas BPF pada akhir bulan pelaporan

(31} : Diisi jumlah uang pada rekening BPF di bank pada akhir bulan pelaporan

132} : Diisi penjumlahan nomor (30) dan [31)

(33} : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(34} : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening BPFP
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(33} : Diisi selisih antara nomor (33) dan (34)
(36) : Diisi jumlah saldo UP
[37) : Diisi jumlah kuitansi UP
(38) : Diisi selisih antara nomor [36) dan [37)

(39} : Diisi jumlah saldo UF menurut TAKPA

(40} : Diisi selisih antara nomor (38) dan [39)

(41} : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

(42} : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

(43) : Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna
Anggaran

(44} : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembantu

(43} : Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran

(46) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu
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E. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Mata
Uang Setempat Ekuivalen ke USD

Format 1
E L LAPORAM PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN FERMBANTY | Tahun Anggaran
D;“F'F' DALAM MATA UANG EETEMPAT sluivalen ks USD 2“
Butan ) XX
.
—J -
[} 1 " 3
]
I ] 4
]
[} 1 .
]
Ammai dan Teip e
Mo SH PP i ] ) L} Tunggel SK ITl-l
. .
Mo SH PP i 1 ¥ Tanggel 5K i
Pioror Mskering [ " m
]
Piarm Mataring (-1 12
M Bani I ] " 13 -_
Pioroe Persstopas [ ] T T anggai Perssiuus T
]
(== _Ho 2 I ] 111 -
Momos Dovuman [} 1 ' 1T Targgm O ok men Ill-i
Tahun Anggmman i 1 - 1]
eyl [} 1 " Fol
L Hasdmsn Pembulusn bulan psliaporsn dengan sakdo skiir pads BS0U ssbesar .. {21] jdalsm USDVS} den Homor Bkt
imrmkhir Komaor : @
Saldo Aw o Pensm bahan Panpuranpan Lakdz Akhir
L Junin Buku Pembaniu
vi | uso [ uso wvs | uso vs | uwso
43 ERl e ra 4t
A OF Han (A1 % ... + &)

1. 5P Kaa Tons

2 BP Fan Bank

2 BP Usng Kuks (W

8. |Buks Pembantu 8.1 + .+ B.4)
1. BRLE "

g B
Eslnrga M
Pangembaian Sas P

2 BFLS-Bandatars
Pamtaysrsn stas L5 Bandetass
Saician sisa L% Berdsharm

2 BF Pk

4. B Lnir-imin

"] pamiah pangurangan auSeh Tk §utanal UP pp eiun d-5PW-GU-an ssbeamr ri-1}
N Hamdman Kan pads skhic bulsn pelagaran (dalam WS} jeuivalen dalem LS
1. Uarg Tussi & brankss W s 30y
2 Usng 31 rekaning bant (eramer Detar Mincen K o Askening WE)i(* [LE-2 TRy A
3. Jumish Kan s Py azx
m  Sulsin K e LIS .
1 Saicio dkhur BP Fas (LAY o s
2. Jumish Kaa [ILY -1 LD - Mi
3. Skt K s USD 3]
Y. Hunil Msbcneiliasl mtsmal dengan UAKPA WS (LB
1. Smido LR V| LD ]
2 Kuftanai UP V) i) ILISD ol
3 Jumish UP e LD 3
4 Smicn P o LARRA W i1 LMD |- W
% Sslmit Perbukusn UR 8] (12 A
WL walinib ham malinib
1
F (L1
(L3
Rt e
PEH alad na=a P& Soreal s ongaruge an Po—taels
43) 44
M i) L1 e

www.peraturan.go.id



2018, No.1265

-115-
Petunjuk Pengisian:
1) : Diisi bulan pelaporan
2] : Diisi kode dan nama Kementerian
13) : Diisi kode dan nama unit organisasi
14 : Diisi kode dan nama negara
15 : Diisi kode dan nama satuan kerja
16) : Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
7 : Diisi nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
18] : Diisi tanggal SK Pengangkatan FPK
19 : Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF)

{10y : Diisi tanggal SK Pengangkatan BPP

{11} : Diisi nomor rekening BPP Kolom 4 : Diisi nama rekening BPP

{12} : Diisi kode bank pusat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

{13} : Diisi nama bank tempat rekening BPFP

{14} : Diisi nomor surat persectujuan pembukaan rekening oleh Kuasa BUN [KPPN)

{13} : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan pembukaan rekening
oleh Kuasa BUN (KFPFPN)

(16} : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yvang ditatausahakan

{17} : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

(18] : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yvang ditatausahakan

{19} : Diisi tahun anggaran berkenaan

(20} : Diisi kode dan nama KPPN

{21} : Diisi jumlah saldo akhir BEU pada bulan pelaporan

122) : Diisi nomor bukti terakhir pada BKU

|23} : Diisi nomor urut baris

24} : Diisi jenis Buku Pembantu

(23} : Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan
lalu

(26) : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

|27) : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku

(28] : Diisi jumlah saldo akhir (kolom [25) ditambah kolom [26) dikurangi kolom
[(27) masing-masing buku

(29} : Diisi jumlah kuitansi UP yvang belum di-SPM-GU-kan

{30y : Diisi jumlah wang tunai di brankas BPF pada akhir bulan pelaporan

(31} : Diisi jumlah uang pada rekening BPF di bank pada akhir bulan pelaporan

{32} : Diisi penjumlahan nomor (30) dan (31)

(33} : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(34} : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening BFP
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(33} : Diisi selisih antara nomor (33) dan [34)
(36) : Diisi jumlah saldo UP
137)  : Diisi jumlah kuitansi UP
(38) : Diisi selisih antara nomor [36) dan [37)

(39} : Diisi jumlah saldo UF menurut TAKPA

(40} : Diisi selisih antara nomor (38) dan [39)

(41} : Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan

(42} : Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

(43) : Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna
Anggaran

(44} : Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembaniu

(43} : Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran

(46) : Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu

www.peraturan.go.id



-117-

2018, No.1265

Format Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Pembantu
REEAPITULASI Tahun
Form LPJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Y
Fengeluaran BENDAHARA PENGELUARAN PEMBARTU XX
L= IE1ET  Ca—— | | ]
Kementerian { Lembagn | [ 121
Unit Organisasi I-.- -3
Negara - -4
Satuan Kerja i - 13
Alamat dan Telp 46
Nao. BK FPE ] Tanggal SK- .. [B)
No. BK Bendahara ] Tanggal SK: - [1Of
Dokumen {11}
No. Dokumen 1 Tanggal Dokumen:.... [13]
Tahun Anggaran g - (14
I Keadaan Has Pada Akhir Bulan Pelaporan
1. Uang Tunai di Brankas [USD)
2. Uang Tunai di Brankas (V8 eguivalen dalam USD)
3. Uang di Rekening Bank [US0)
4. Uang di Rekening Bank [V3 equivalen dalam USD) 1*1
5. Jumlah kas
I Belisih Has
1. Baldo Akhir BP Kas [USDY e USD (3L

2. Saldo Akhir BP Kas (V5 equivalen dalam USDY

_ USD [22) [+

Jumlah Saldo Akhir BP Kas .- USD fz3)

3. Jumlah Kas [USD) oo USD 4

4. Jumlah Kas [VS eguivalen dalam USDY - USD 33) (#)

Jumlah total kas .. USD f2a) I-§

6. SBelisih Kas

Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA
1. Balda UP (USDY

2. Baldo UP (VS equivalen dalam USH

3. Kuitansi UP [USD

4. I{uim UP (WS eguivalen dalam USDY)

Jumlah UP
5. Baldo UP menurut UAKPA [USD)
6. Saldo UP menurut UAKPA (V5 equivalen dalam USDY

Jumlah Saldo UP menurut UAKPA

Selizih Pembukuan UP

IV  Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukuan [Apabila ada)
R [3T)
.......................... [28)
Mengetah,
PPK atas nama KPA, Bendahara Pengeluaran
Pembantu,
[UUURRUUPUUORPRRR = . | |
|1 — [40) JUUSUSUPRRTRR | 5 | |
MIP . [42)

Petunjuk Pengisian:

1] Diisi bulan pelaporan

12) : Diisi kode dan nama Kementerian

3] : Diisi kode dan nama unit organisasi

4] : Diisi nama negara

13) : Diisi kode dan nama satuan kerja

[L&]] : Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
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17 : Diisi nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)
18] : Diisi tanggal SK Pengangkatan PPK
19] : Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

{10} : Diisi tanggal SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
{11} : Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yvang ditatausahakan

{12} : Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

{13} : Diisi tanggal dokumen anggaran yang ditatausahakan

{14} : Diisi tahun anggaran

{13} : Diisi kode dan nama KPPN

{16) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dalam satuan USD pada akhir bulan
pelaporan
{17) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dalam satuan USD senilai equivalen

mata uang sctempat pada akhir bulan pelaporan

{18) : Diisi jumlah uang pada rekening di bank dalam satuan USD pada akhir
bulan pelaporan

{19) : Diisi jumlah uang pada rekening di bank dalam satuan USD senilai
equivalen mata uang setempat pada akhir bulan pelaporan

(20} : Diisi jumlah saldo akhir kolom (1) s.d. kolom (4]
{21} : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan USD
(22} : Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas dalam satuan USD

senilai equivalen mata nang setempat

123) : Diisi jumlah kolom (6] s.d. kolom [7)

(24) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan
UsD

(23) : Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening dalam satuan

USD senilai equivalen mata uang setempat

(26) : Diisi jumlah kolom (@) s.d. kolom [10]

(27) : Diisi selisih antara kolom (8] dan kolom (11)

|28) : Diisi jumlah saldo UP dalam satuan USD

(29) : Diisi jumlah saldo UF dalam satuan USD senilai equivalen mata uang
setempat

(30) : Diisi jumlah belanja UP berdasarkan kuitansi dalam satuan USD

(31} : Diisi jumlah belanja UP berdasarkan kuitansi dalam satuan USD senilai

equivalen mata uang setempat

{32) : Diisi jumlah kolom (13) 8.d. kolom [16)
{33} : Diisi jumlah saldo UP menurut UAKPA dalam satuan USD
(34) : Diisi jumlah saldo UP menurit UAKPA dalam satuan USD senilai equivalen

mata uang setempat
{35) : Diisi jumlah kolom (18] s.d. kolom |19)

(36) : Diisi selisih antara kolom [(17) dan kolom [20)
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Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atau selisih pembukuan
Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

Diisi nama lengkap PPK atas nama KPA

Diisi NIF PPK atas nama KFA

Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran Pembantu

Diisi NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD

SRI MULYANI INDRAWATI
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